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RINGKASAN

Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan merupakan
representasi kehadiran negara dalam pemenuhan hak warga negara untuk
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan semangat
kedaulatan negara sehingga terwujud kawasan perbatasan negara sebagai beranda
depan dan penghubung internasional. Indonesia memiliki hubungan batas darat
secara langsung dengan tiga negara yaitu Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini.
Dalam pengelolaan batas negara wilayah darat terdapat berbagai isu strategis yang
menjadi perhatian sekaligus tantangan kedepan.

Beberapa kondisi yang dihadapi dan menjadi isu strategis pada aspek
pengelolaan Batas Wilayah Negara antara lain belum selesainya penetapan dan
penegasan Batas Wilayah Negara dengan negara tetangga pada beberapa segmen,
belum maksimalnya pengawasan dan pemeliharaan tanda batas negara, keadaan
dan strategi politik negara tetangga untuk menyelesaikan perundingan, dan masih
adanya potensi kerentangan dan kebutuhan penguatan wawasan kebangsaan dan
nasionalisme pada masyarakat perbatasan.

Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan rencana induk, rencana aksi,
pengoordinasian penyusunan kebijakan, pemanfaatan, penegasan, pemeliharaan,
pengamanan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah darat.

Untuk Peningkatan peran masyarakat perbatasan dalam menjaga kedaulatan
dan pengamanan batas wilayah negara secara maksimal menjadi unggulan dari
proyek perubahan ini, maka keasdepan pengelolaan batas negara wilayah darat dapat
melakukan pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara dalam
menjaga pertahanan keamanan melalui penjagaan pilar batas negara.



PRAKATA

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan
hidayah Allah SWT, laporan pelaksanaan proyek perubahan yang berjudul
‘Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam Menjaga
Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara” dapat diselesaikan
sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir peserta Pendidikan Kepemimpinan
Nasional (PKN) Tingkat Il Angkatan XXVIII Tahun 2022. Proyek perubahan ini
dirancang sebagai ajang latihan dan implementasi teori-teori yang disampaikan
selama pembelajaran. Diharapkan dari pelaksanaan proyek perubahan ini,
didapatkan hasil yang berkontribusi secara nyata terhadap kemajuan organisasi,
khususnya pada Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP RI).

Kami ucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Robert
Simbolon, MPA — Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional
Pengelolaan Perbatasan Negara (BNPP) RI - selaku mentor dan Bapak Drs.
Machmudan Sadik, M.Si selaku coach dari proyek perubahan ini. Kami sampaikan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Widyaiswara atas arahan,
pendampingan dan dukungannya, dan para Fasilitator atas masukannya dan
kerjasamanya, para rekan-rekan peserta PKN Il Angkatan XXVIII 2022 atas
kekompakannya.

Kami berharap bahwa proyek perubahan yang dilakukan ini dapat membawa
perubahan organisasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ke arah yang
lebih baik dan terus berdaya saing secara nasional dan global.

Jakarta, ,.Desember 2022

\
&\ . ,
Drs. Ismawan Harijono, M.Si
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BAB |
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

A. LATAR BELAKANG
Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) merupakan badan

koordinasi pengelolaan batas wilayah negara dan Kawasan perbatasan yang
beranggota 27 K/L dan 15 Gubernur yang memiliki wilayah perbatasan negara.
BNPP dikepalai oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 44 Tahun 2017. BNPP mempunyai tugas:

Metetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan

Menetapkan rencana anggaran

Mengkoordinasikan pelaksanaan

w0 N PF

Melaksanakan evalusi dan pengawasan
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 Pasal
1 angka 5 jo dan Pasal 10, pada tingkat daerah juga terdapat BPPD yakni
perangkat daerah Provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang
mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan,
menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan
melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah
negara dan Kawasan perbatasan. Dalam hal penetapan dan penegasan batas
wilayah negara dan pengelolaan lintas batas, terdapat lembaga diplomasi lintas
batas yang umumnya merupakan lembaga ad hoc. Demi tercapainya iklim tata
kelola perbatasan, diperlukan satu kesekretariatan yang kuat. Settap BNPP diberi
amanah selaku koordinator pengelola perbatasan dan akan menjadi jembatan
bagi kementerian/lembaga dalam memberikan saran tata Kelola perbatasan yang
akan di akomodasi dalam Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024.
Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala BNPP Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Kepala BNPP Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BNPP menyatakan bahwa Settap BNPP
terdiri atas:
1. Sekretariat BNPP;
2. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara;



3. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan; dan

4. Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.

STRUKTUR ORGANISASI BNPP

Ketua Pengarah: Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan
Wakil Ketua Pengarah I: Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian

Wakil Ketua Pengerah II: Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Wakil Ketua Pengarah Ill: Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

KEPALA BNPP Anggota

Menteri Dalam Negeri 1. 27 Kementrian /

Lembaga
2. Provinsidi
Kawasan
Perbatasan
Negara

v

BNPP

Sekretariat Tetap BNPP
v

Deputi Bidang Deputi Bidang Deputi Bidang
Pengelolaan Batas Pengelolaan Pengelolaan
Wilayah Negara Potensi Kawasan Infrastuktur
Kawasan
Perbatasan

Gambar 1. Bagan Organisasi BNPP

Sekretaris BNPP mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan BNPP. Dalam melaksanakan tugasnya,

Sekretaris BNPP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



1. Fasilitasi perumusan kebijakan pembangunan, rencana induk dan rencana
aksi pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan Kawasan
perbatasan;

2. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran
pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan
perbatasan;

3. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan lintas sektor,
pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pengelolaan
batas wilayah negara dan Kawasan perbatasan;

4. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,
hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BNPP;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BNPP.

Sekretariat tetap BNPP dalam melaksanakan tugas di bantu oleh 3 (tiga) Deputi
setingkat yaitu:

1. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara

2. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan

3. Deputi Pengelolaan Infrstruktur Kawasan Perbatasan

Pengelolaan Batas Wilayah Negara pada dasarnya dilakukan untuk
mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai wilayah yang aman dan tertib dari
aspek kedaulatan negara serta keamanan kawasan. Untuk mewujudkan hal
tersebut dilakukan upaya melalui kebijakan serta strategi pelaksanaan berdasarkan
bidang sebagai berikut:

1. Bidang Penetapan Batas Wilayah Negara
a. Subbidang Batas Wilayah Darat

Kebijakan Subbidang Batas Wilayah Darat diarahkan pada penyelesaian
batas negara wilayah darat Indonesia-Malaysia, Indonesia-Timor Leste dan
permasalahannya, serta mengoptimalkan penegasan batas Indonesia-Papua
Nugini.

Upaya penetapan dan penegasan batas negara wilayah darat dilakukan
melalui perundingan segmen batas negara, serta melaksanakan demarkasi

dengan menggunakan tanda batas negara seperti patok/pilar batas negara



yang didukung oleh teknologi informasi geospasial. Strategi pelaksanaannya
adalah:
1) Mengoptimalkan Penyelesaian dan Penegasan Batas Negara Wilayah
Darat
a) Batas Wilayah Darat Indonesia-Malaysia
Penyelesaian batas wilayah darat Indonesia-Malaysia masih
menyisakan 7 (tujuh) Outstanding Boundary Problems (OBP). Untuk
Sektor Timur terdapat 3 (tiga) OBP vyaitu: (1) Segmen OBP Pulau
Sebatik, di lokasi Kecamatan Sebatik Barat, Sebatik Tengah, dan
Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan; (2) Segmen OBP Sungai Sinapad
di lokasi Kecamatan Lumbis Hulu, Desa Kabungalor, Desa Tatagas, dan
Desa Limpagas, Kabupaten Nunukan; (3) Segmen OBP B2700-B3100
di lokasi Desa Kabungalor, Desa Tatagas, dan Desa Limpagas, pada
Kecamatan Lumbis Hulu, Kabupaten Nunukan. Tahapan untuk
melakukan survei bersama ketiga OBP dimaksud telah disepakati kedua
negara pada Persidangan Joint Indonesia-Malaysia (JIM) tanggal 21
November 2019 di Kuala Lumpur.
Selanjutnya Sektor Barat terdapat 4 (empat) OBP yaitu: (1) Segmen
OBP Sungai Buan/Gunung Jagoi di Kecamatan Seluas, Kabupaten
Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat; (2) Segmen OBP Gunung Raya
di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi
Kalimantan Barat; (3) Segmen OBP Batu Aum di Kecamatan Siding,
Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat; (4) Segmen OBP
Titk D400 di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang,
Provinsi Kalimantan Barat. Pengelolaan batas Republik Indonesia-
Malaysia oleh kedua negara dilakukan antara lain melalui JIM yang
dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.
b) Batas Wilayah Darat Indonesia-Timor Leste
Terdapat 1 (satu) segmen batas darat yang belum selesai tersurvei
(Unsurveyed Segment) yaitu batas antara Indonesia dengan Timor
Leste pada Segmen Subina-Oben. Pelaksanaan survei direncanakan
mulai tahun 2022 pada 4 (empat) lokasi: (1) Segmen Subina di
Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi

Nusa Tenggara Timur; (2) Segmen Pistana di Kecamatan Bikomi
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Tengah dan Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara,
Provinsi Nusa Tenggara Timur; (3) Segmen Haumeniana-Nifonunpo di
Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi
Nusa Tenggara Timur; (4) Segmen Tubu-Nilulat di Kecamatan Bikomi
Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selain itu  terdapat 2 (dua) Unresolved Segment
Indonesia-Timor Leste, yaitu Segmen Noel Besi-Citrana yang
direncanakan tindak lanjutnya pada tahun 2022, dan Segmen Manusasi-
Bijael Sunan yang direncanakan tindak lanjutnya pada tahun 2023.
Pengelolaan batas Indonesia-Timor Leste oleh kedua negara dilakukan
antara lain melalui: (1) Senior Officer Consultation (SOC) Indonesia-
Timor Leste yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri; dan
(2) Joint Border Committee (JBC) Indonesia-Timor Leste yang
dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

c) Batas Wilayah Darat Indonesia-Papua Nugini.

Penegasan batas wilayah Indonesia-Papua Nugini masih perlu
dilakukan dengan perapatan pilar dalam rangka meningkatkan
demarkasi. Pengelolaan batas Indonesia-Papua Nugini oleh kedua
negara dilakukan antara lain melalui: (1) JBC Indonesia-Papua Nugini
dan Sub Komite Teknis Survei Penegasan dan Penetapan Batas
Indonesia-Papua Nugini, dikoordinasikan Kementerian Dalam Negeri;
(2) Joint Sub Comittee On Security Matters (JSC-SM) Indonesia-Papua
Nugini dikoordinasikan Tentara Nasional Indonesia.

2) ldentifikasi, Perbaikan, dan Pemeliharaan Patok/Pilar Batas Negara

Patok/pilar batas merupakan objek batas negara penting yang
memerlukan pemeliharaan melalui investigation, refixation, dan
maintenance. Untuk mendukung kegiatan pemeliharaan, disiapkan
mekanisme dan sumber daya, seperti dasar hukum dan kebijakan
pemeliharaan patok, sumber daya manusia untuk berpatroli, sarana dan
prasarana akses menuju patok, dan dukungan teknologi. Selain itu basis
data mengenai batas negara secara keruangan (spasial) dalam peta harus

disiapkan untuk mempermudah dalam memelihara batas negara.



3) Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengamanan Perbatasan
Partisipasi masyarakat dalam pengamanan perbatasan sesuai Pasal 19
UU Wilayah Negara dilakukan melalui fasilitasi pemberdayaan masyarakat
desa terdepan di perbatasan negara sebagai bagian dari sistem
pertahanan dan keamanan. Partisipasi masyarakat tersebut merupakan
Program Prioritas Nasional yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan
peran serta dan sinergitas antara tokoh masyarakat, pemerintah desa,
pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dan pemerintah pusat dalam pertahanan dan
keamanan. Kegiatan dilakukan dalam bentuk pemberian pemahaman
berupa kebijakan pengelolaan Batas Wilayah Negara, kewenangan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan batas negara
wilayah darat, pengamanan terpadu, peran pemerintahan desa dan
kelembagaan desa dalam mendukung keamanan dan ketertiban wilayah,
menjaga dan memelihara patok/pilar batas negara, kunjungan lapangan,
dan Rencana Kerja Tindak Lanjut.
4) Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi Geospasial untuk
Pengamanan Patok Batas Negara
Pemeliharaan dan pengamanan patok batas negara di perbatasan darat
dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi geospasial. Beberapa
pemanfaatan teknologi yang akan digunakan antara lain: Satelit
Penginderaan Jauh, Unmanned Aerial Vehicles and Unmanned Aircraft
Systems, dan Tapal Batas Reference.
2. Bidang Pertahanan Wilayah Negara
a. Subbidang Pertahanan Wilayah Darat
Kebijakan pengelolaan pertahanan di perbatasan wilayah darat diarahkan
pada peningkatan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta sesuai
Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang
didukung dengan teknologi. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem
pertahanan di Batas Wilayah Negara dari berbagai ancaman dengan
melibatkan partisipasi masyarakat dan memanfaatkan perkembangan

teknologi di bidang pertahanan. Strategi pelaksanaannya adalah:



1) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sistem Pertahanan Berbasis
Teknologi di Kawasan Perbatasan
Peningkatan sistem pertahanan dilakukan melalui pengembangan
sarana dan prasarana berbasis teknologi untuk meningkatkan kemampuan
pertahanan nasional. Termasuk di dalamnya adalah mengembangkan
peranti keras dan peranti lunak yang akan menghasilkan informasi
geospasial guna mendukung fungsi pengawasan, pemantauan,
pengamanan, dan pelaporan terhadap kondisi dan posisi patok/pilar batas
negara, yang diharapkan ke depannya dapat memberikan informasi berupa
data secara waktu nyata (real time data).
2) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pertahanan
Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam menjaga
stabilitas keamanan negara, termasuk di wilayah perbatasan. Peningkatan
sumber daya manusia pertahanan untuk menghadapi berbagai ancaman
di wilayah perbatasan dilakukan melalui penyiapan kapasitas sumber daya
manusia yang handal dalam pembuatan kebijakan pertahanan serta
sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, penguasaan teknologi,
dan kapabilitas sumber daya manusia di bidang pertahanan untuk menjaga
perbatasan negara.
3. Bidang Keamanan dan Ketertiban Wilayah
a. Subbidang Keamanan dan Ketertiban Wilayah Darat
Kebijakan Subbidang Keamanan dan Ketertiban Wilayah Darat
diarahkan pada upaya peningkatan ketertiban masyarakat dan pengurangan
potensi aktivitas kriminal lintas negara. Skema pertahanan dan keamanan
dipertegas dengan membedakan antara aktivitas yang mengancam
kedaulatan wilayah negara dan aktivitas yang bersifat kriminal murni yang
terdapat aspek kemanusiaan di dalamnya. Keamanan dan ketertiban wilayah
darat dilakukan dengan meningkatkan ketertiban masyarakat dan
pengurangan potensi aktivitas kriminal lintas negara. Strategi
pelaksanaannya adalah:
1) meningkatkan kewaspadaan dan menegakkan hukum terhadap aktivitas
ilegal di Kawasan Perbatasan darat;
2) meningkatkan kewaspadaan dan optimalisasi penanggulangan

terorisme dan paham radikal pada masyarakat di perbatasan;



3) meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap transformasi sosial,
ekonomi serta teknologi virtual yang dipengaruhi negara lain.
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan diatas, hal-hal yang
menjadi pertimbangan perlunya adanya proyek perubahan ini pada Asisten Deputi
Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Badan Nasional Pengelola Perbatasan
dirumuskan sebagai berikut:
1. Urgensi
Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah
Negara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. Penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta
pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan
Batas Wilayah Negara;
b. Koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan,
pemeliharaan, dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
c. Koordinasi penyusunan anggaran untuk pembangunan dan pengelolaan Batas
Wilayah Negara sesuai dengan skala prioritas; dan
d. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan Batas Wilayah Negara.

1) Kondisi Saat Ini

a) Minimnya jumlah personil pamtas yang bertugas sehingga dibutuhkan
peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pemeliharaan tanda batas
wilayah negara

b) Minimnya pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman masyarakat desa
terdepan perbatasan negara terkait pengamanan dan pemeliharaan tanda
batas wilayah negara

c) Belum adanya regulasi terkait pemberdayaan masyarakat desa terdepan
perbatasan negara terkait pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban

di desa yang berada di garis terdepan negara

2) Kondisi yang Diharapkan
a) Keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memelihara pilar dan tanda
batas negara wilayah darat.



b) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa terdepan
tentang pentingnya pengamanan dan pemeliharaan tanda batas wilayah
negara.

c) Tersusunnya Peraturan Kepala Badan tentang Pedoman Pemberdayaan
Masyarakat Desa Terdepan Kawasan Perbatasan Negara Dalam Menjaga
dan Memelihara Tanda Batas Wilayah Negara.

2. Penelitian Kepustakaan

Berdasarkan konsepsi hukum internasional, cakupan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah seluruh wilayah yang diwarisi dari
penjajah Belanda, sesuai dengan prinsip hukum Uti Possidetis Juris, yang artinya
bahwa suatu negara mewarisi wilayah penguasa penjajahnya. Batas wilayah
Negara Indonesia dengan negara tetangga tersebar di 10 kawasan, baik di darat
maupun di laut. Kawasan perbatasan darat tersebar di 3 (tiga) kawasan, yaitu :
(1) Kawasan Perbatasan Darat RI-Malaysia di Pulau Kalimantan, (2) Kawasan
Perbatasan Darat RI-PNG di Papua, dan (3) Kawasan Perbatasan Darat RI-Timor
Leste di Nusa Tenggara Timur.

Pengelolaan Batas negara dan Kawasan perbatasan mempunyai dua
dimensi, yaitu dimensi Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
Berdasarkan UU Wilayah Negara, yang dimaksud dengan Batas Wilayah Negara
adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang
didasarkan atas hukum internasional, sedangkan Kawasan Perbatasan adalah
bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah
Indonesia dengan negara lain. Dalam hal Batas Wilayah Negara di darat,
Kawasan Perbatasan berada di kecamatan. Sebagai negara kepulauan dengan
wilayah besar, Indonesia pun memiliki beberapa negara tetangga, baik yang
berbatasan darat maupun berbatasan laut. Secara wilayah, Indonesia berbatasan
darat dengan 3 negara dan berbatasan laut dengan 10 negara. Di wilayah darat,
Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste.
Sementara wilayah laut Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Thailand,

Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, India, Timor Leste, dan Australia.



Peta Perbatasan RI

Gambar 2. Peta Perbatasan RI

Isu-isu strategis yang mendasari berbagai permasalahan tersebut dapat

terbagi menjadi 4 (empat) dimensi, meliputi (1) Dimensi Kelembagaan, (2) Dimensi

pengelolaan Batas Wilayah Negara, (3) Dimensi Pengelolaan Lintas Batas, dan (4)

Dimensi Pembangunan Kawasan Perbatasan. Terkait aspek penetapan dan

penegasan batas negara, isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian utama

adalah proses penyelesaian dan penyepakatan batas dengan negara tetangga

yang belum selesai, yaitu;

a.
b.
c.

3.

Belum optimalnya upaya penegasan dan pemeliharaan tanda batas;
Belum optimalnya aspek pengawasan terhadap tanda batas;
Belum optimalnya peran kelembagaan pengelolaan batas negara dalam upaya

penetapan dan penegasan batas negara;

. Belum optimalnya upaya pengawasan dalam rangka peningkatan pertahanan

keamanan dan penegakan hukum di batas wilayah negara;
Maraknya kegiatan ilegal di kawasan perbatasan akibat lemahnya pengawasan
pertahanan keamanan dan penegakan hukum di perbatasan darat;
Belum optimalnya upaya pengawasan di kawasan perbatasan akibat
rendahnya dukungan sarana prasarana dan teknologi pengawasan pertahanan
keamanan dan penegakan hukum, serta belum terkoordinasinya sistem
pengamanan perbatasan terpadu antara stakeholder terkait.
Alur Pikir
Rancangan proyek perubahan ini disusun terstruktur berdasarkan alur pikir

penulis yang tergambar dalam gambar di bawabh ini

10



ALUR PIKIR

e

PERUMUSAN ISU STRATEGIS | 1 " ANALISA ISU STRATEGIS
Merumuskan isu straiegis ’ tanaan menaaunakan
rencana proyex pembangunan 1 ”;1 e lrlxv r r
z gengan mempertimbangkar
// - \ taktor outou! dan outcoms
MENENTUKAN TATA 5 ,_
KELOLA PROYEK RENCANA STRATEGIS
PERUBAHAN MARKETING
Pembentukan Tim Efektif
Menganalisa stakeholde
4 dan menentukan "":1'7"‘.’.}
IDENTIFIKASI POTENSI 1 marketingnya

KENDALA DAN SOLUSI
Menyusun mangiemen s——"

resiko dan antisipasinya

Gambar 3. Alur Pikir

B. TUJUAN DAN MANFAAT PROYEK PERUBAHAN

1. Tujuan

Untuk meningkatkan peran pemerintah desa dan masyarakat perbatasan

dalam menjaga kadaulatan dan pengamanan batas wilayah negara secara

maksimal menjadi unggulan dari proyek perubahan ini, maka keasdepan

pengelolaan batas negara wilayah darat harus memiliki tujuan yang sesuai

dengan arah dan orientasi organisasi adaptif yang sudah ditetapkan, yaitu:

a. Jangka Pendek (60 hari)

1)

2)

3)

Melaksanakan dukungan Kkesekretariatan kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat Desa Terdepan dalam Rangka Menjaga dan Memelihara Tanda
Batas Negara;

Menyusun rencana aksi program pemberdayaan masyarakat desa terdepan
perbatasan negara;

Meningkatkan kerjasama antara K/L dan Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota Perbatasan dalam kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat Desa Terdepan dalam rangka Menjaga dan Memelihara Tanda

Batas Negara,;
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4) Tersedianya Bahan Pembelajaran dalam kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam rangka Menjaga dan
Memelihara Tanda Batas Negara;

5) Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan
Negara sebagai bagian dari sistem hankam.

b. Jangka Menengah (6 bulan)

1) Penyusunan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang
Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Kawasan Perbatasan
Negara dalam Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Negara;

2) Penguatan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan

masyarakat desa terdepan perbatasan negara;

3) Keikutsertaan masyarakat Desa Terdepan perbatasan negara dalam

menjaga dan memelihara tanda batas negara.

c. Jangka Panjang (1 tahun)

1) Meningkatkan peran dan fungsi antara pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dan masyarakat desa terdepan perbatasan negara dalam
pertahanan dan keamanan garis batas melalui pengamanan dan
pemeliharaan tanda batas wilayah negara;

2) Terbentuknya organisasi masyarakat menjaga perbatasan (Mentas);

3) Terwujudnya Indonesia maju, berdaulat dan mandiri di perbatasan negara.

2. Manfaat

Tercapainya seluruh tujuan dari proyek perubahan ini akan memberikan
manfaat yang dapat dirasakan langsung secara internal maupun eksternal bagi
organisasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan masyarakat perbatasan
baik secara internal maupun eksternal sebagai berikut:

Internal:

+ Meningkatkanya keamanan dan terpeliharanya tanda batas wilayah negara
pada desa perbatasan negara sebagai bagian dari sistem pertahanann
keamanan

+ Tersedianya data yang akurat untuk kebutuhan perencanaan dan

penganggaran program dan kegiatan penguatan kelembagaan
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Eksternal:

* Meningkatnya keterlibatan masyarakat desa terdepan perbatasan negara

sebagai bagian dari sistem pertahanan keamanan rakyat Semesta

+ Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa terdepan

perbatasan negara dalam memelihara tanda batas wilayah negara

C. OUTPUT DAN OUTCOME
1. Output

Output yang ingin dihasilkan dari proyek perubahan ini terbagi menjadi output

jangka pendek (60 hari), jangka menengah (6 bulan), dan panjang (1 tahun)

antara lain:

a.
1)

2)

3)
4)

Jangka Pendek (60 hari)

Tersedianya Surat Keputusan Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah
Darat tentang Tim Efektif Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan
Negara dalam Rangka Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Negara Membuat
Naskah Dinas;

Meningkatkan networking dan kerjasama dengan mitra K/L terkait dan Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota Perbatasan Menyusun modul pemberdayaan masyarakat
desa terdepan perbatasan negara;

Menyusun modul pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara;
Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan

Perbatasan Negara sebagai Pilot Project;

b. Jangka Menengah (6 bulan)

1)

2)

3)

4)

Merumuskan  Peraturan Badan guna mempercepat program
pemberdayaaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara
Memfasilitasi kegiatan ToT Pejabat Daerah dalam rangka pemberdayaan
masyarakat desa terdepan perbatasan negara;

Memberikan pelatihan di Daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat
desa terdepan perbatasan negara;

Membentuk organisasi kemasyarakatan penjaga perbatasan yang
merupakan kolaborasi antara satuan pengaman perbatasan (pamtas) dan

masyarakat desa terdepan perbatasan negara.
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c. Jangka Panjang
1) Mendayagunakan masyarakat menjaga Perbatasan (Mentas) sebagai
bagian dari sistem pertahanan semesta;
2) Melakukan monitoring dan evaluasi program pengamanan dan pemeliharaan
tanda batas wilayah negara sebagai bagian dari sistem hankam.

2. Outcome

Dari berbagai output yang didapatkan akan menghasilkan dampak dan manfaat
yang diharapkan berupa peningkatan keterlibatan masyarakat desa terdepan
perbatasan negara dalam pengamanan dan pemeliharaan tanda batas wilayah
negara. Outcome yang dihasilkan dari proyek perubahan ini yaitu:

a. Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa terdepan
perbatasan negara dalam menjaga kedaultana dan pengamanan batas wilayah
negara secara maksimal

b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat desa terdepan perbatasan negara
dalam pengamanan dan memelihara tanda batas wilayah negara wilayah darat

c. Terciptanya sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
seluruh masyarakat desa terdepan perbatasan negara dalam menjaga

perbatasan

D. TAHAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
1. Analisa Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan strategis yang digunakan pada projek perubahan ini
dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode analisa yaitu menggunakan
analisis fishbone dan SWOT.

a. Analisis Fishbone

Teknik analisis fishbone adalah alat penemuan sebab-akibat yang
membantu mencari tahu berbagai alasan terjadinya kegagalan atau
kerusakan dalam suatu proses. Tahapan dalam menganalisis

permasalahan dengan menggunakan teknik analisis fishbone yaitu:
1) Mengidentifikasi masalah, dalam rancangan proyek perubahan ini
yang menjadi masalah strategis adalah “Minimnya keterlibatan
masyarakat desa terdepan perbatasan negara dalam menjaga dan

memelihara tanda batas negara”.
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2) Mengidentifikasi kategori-kategori dari permasalahan, yang
dijabarkan sebagai berikut:
a) MAN
- Minimnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam
pengamanan dan pemeliharaan pilar batas
- Keterbatasan aparat TNI penjaga perbatasan (Pamtas)
dibandingkan luas dan jangkuan yang harus dijaga
b) MONEY
- Keterbatasan anggaran dari APBN maupun APBD
- Keterbatasan permodalan
c) MATERIAL
- Stigma pengamanan dan pemeliharaan tanda batas merupakan
tugas dari pemerintah pusat
d) METHOD
- Sistem perencanaan yang belum berpihak pada pengamanan
batas negara
- Belum ada sosialisasi terkait pengamanan dan pemeliharaan
batas negara
e) ENVIROMENT
- Jarak dan lokasi desa perbatasan yang berjauhan

- Minimnya sarpras infrastruktur fisik,ekonomi dan telkomunikasi

b. Menganalisis dan menyusun diagram fishbone

Analisis Masalah Fishbone Diagram GWE’@

Stigma Pengamasnan dan

Minimnya pengetahuan dan
ketrampilan masy. Dalam
pengamanan dan

Keterbatasan
anggaran dari APBN

pemeliharaan pilar batas maupun APED pemeliharaan tanda batas
negara merupakan tugas negara

a rintah pusa e at
darl pemerintah pusat % Keterbatasan

permaodalan Minimnya
. keterlibatan
masyarakat desa
terdepan perbatasan
Sistem perencanaan yang negara dalam

i belum berpihak pada pengamanan dan
Jarak dan lokasi de eNg, N .
a;aerbzrasc;na;;n;sa pengamanan batas neg_a‘m pemeliharaan tanda
berjauhan batasn i)
Lokasi Pos Pamtas Belum ada
yang jauh dan ; sosialisasi terkait
ETUEEIETO &N YIRONMENT pengamanan dan  GISE(els}
negara pemeliharaan

batas negara

Gambar 4 Analisis Masalah Fishbone Diagram
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Berdasarkan analisis fishbone diatas didapatkan permasalahan utama

berupa minimnya keterlibatan masyarakat terdepan perbatasan negara

dalam pengamanan dan pemeliharaan tanda batas negara. Untuk

mendapatkan strategi utama dalam penyelesaian masalah utama

digunakan metode SWOT dengan memetakan permasalahan yang ada

kedalam kategori Weakness dan Threats. Pada aspek material, man dan

environment masuk kedalam kategori Weakness. Aspek Money dan

Method masuk kedalam kategori Threats. Pemilihan strategi utama

dilanjutkan dengan metode SWOT.
c. Anallisis SWOT

Dari analisis diagram fishbone tersebut didapatkan penyebab dari

permasalahan utama untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan

analisis SWOT. Analisis SWOT adalah salah satu analisis perencanaan

strategis yang digunakan untuk mengevaluasi Strength (kekuatan),

Weakness (kelemahan), Opportunities (peluang), Threats (ancaman) yang

dapat di uraikan sebagai berikut:

1)

3)

Strengths (kekuatan)

UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

BNPP di dukung dengan 27 Kementerian/Lembaga, 15 Gubernur dan
48 Kabupaten/kota

UU No. 3 Tahun 2003 tentang Sistem Pertahanan Negara Pasal 1 Ayat
2 menyebutkan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem yang

bersifat semesta dan melibatkan seluruh warga negara

Weakness (kelemahan)

Minimnya anggaran yang tersedia

Stigma Pengamanan dan pemeliharaan pilar batas negara
merupakan tugas dari pemerintah pusat

Belum adanya regulasi terkait pemberdayaan masyarakat desa
terdepan batas negara

Opportunities (Peluang)

Sumber daya Manusia yang militan

Terkoordinasinya elemen stakeholder
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4) Threats (ancaman)
- Hilang dan rusak serta bergesernya tanda batas negara yang
merupakan simbol dari kedaulatan negara

- Lokasi Pos Pamtas yang jauh dari tanda batas negara

Untuk menentukan strategi mana yang harus diimplementasikan
dilakukan analisis kuantitatif terhadap faktor strategis internal dan faktor
strategis eksternal. Hasil analisis untuk masing — masing sumber (internal

dan eksternal) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Analisis SWOT

STRENGTHS TINGKAT BOBOT RATING SKOR
SIGNIFIKAN
Undang Undang nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah 3 0.33 5 1.67
Negara
B i 2 i L 1
NPP didukung oleh 27 Kementerian /Lembaga dan 15 3 0.33 4 133
Gubernur
UU no 3 tahun 2002 tentang Pasal 1 ayat 2, Sistem
pertahanan negara adalah sistem yang bersifat semesta 3 0.33 4.5 1.50
yg melibatkan seluruh warga negara
9 1.00 4.50
WEAKNESS TINGKAT BOBOT RATING SKOR
SIGNIFIKAN
Minimnya anggaran yang tersedia 2.5 0.29 2 0.59
Stigma Pengamanan dan pen.wellhara.an pilar batas 3 0.35 55 0.88
negara merupakan tugas dari pemerintah pusat
Belum adanya regulasi terkait dengan pemberdayaan 3 0.35 55 0.88
Masyarakat desa terdepan perbatasan negara
8.5 1.00 2.35
OPPORTUNITIES TINGKAT BOBOT RATING SKOR
SIGNIFIKAN
Sumber daya Manusia yang militan 2.5 0.56 4 2.22
Terkoordinasinya elemen stakeholder 2 0.44 3 1.33
4.5 1.00 3.56
THREATS TINGKAT BOBOT RATING SKOR
SIGNIFIKAN
Hilang dan rusak s.erta bergfesernya tanda batas negara 3 0.50 15 0.75
yang merupakan simbol dari kedaulatan negara
Lokasi Pos Pamtas yang jauh dari tanda batas negara 3 0.50 1 0.50
1.00 1.25

Pada tabel tersebut bobot diberikan berdasarkan prioritas pada skala 0
sampai 1 (dari yang tidak sampai dengan prioritas utama), sedangkan
rating diberikan berdasarkan tingkat pengaruh/pentingnya masing -
masing faktor terhadap permasalahan yang diangkat, dengan skala 1
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sampai 5 (dari pengaruh terlemah sampai dengan terkuat). Hasil

perhitungan analisis SWOT adalah sebagai berikut :

1) Faktor Internal (S-W) Strengths dan Weakness
Perhitungan analisis factor internal berupa pengurangan antara skor
Strength dengan skor Weakness menghasilkan nilai positif (2,15).
Maka permasalahan yang diangkat memiliki kekuatan yang relatif lebih
besar daripada kelemahannya.

2) Faktor Eksternal (O-T) Opportunities dan Threats
Perhitungan analisis factor eksternal berupa pengurangan antara skor
Opportunities dan Threats bernilai positif (2,31).
Sehingga dapat disimpulkan permasalahan yang ada mempunyai
peluang yang lebih besar dari ancaman.

Opportunities
B O Rk N W A G

Threats
N

5 L

Weakness Strengths

Gambar 5. Grafik Analisis SWOT
Dengan mempertimbangkan analisis faktor internal dan eksternal
tersebut maka permasalahan yang ada berada pada posisi kuadran I,
dimana strategi yang dikembangkan adalah strategi yang bersifat SO:
memanfaatkan peluang dengan mendayagunakan kekuatan/kelebihan
yang dimiliki. Strategi pada tipe SO ini akan menjadi prioritas utama strategi

penyelesaian.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan (Milestone)

Untuk menuju organisasi Keasdepan Pengelolaan Batas Negara Wilayah

Darat yang merupakan unit dari Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah
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Negara sebagai unit organisasi perubahan, maka diperlukan tahapan-tahapan
yang terencana dengan target yang jelas dan terukur (Gambar 5). Untuk strategi
pencapaian jangka pendek selama 60 hari akan dilakukan beberapa hal antara
lain;

a. Pembentukan Tim Efektif Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan

Perbatasan Negara dalam Rangka Menjaga dan Memelihara Tanda Batas

Negara

Pada tahap awal pelaksanaan proyek perubahan,  project leader
melakukan pertemuan dalam rangka pembentukan tim efektif. Dalam
rapattersebut selain dilakukan penentuan anggota tim efektif, juga

disampaikan penjelasan tentang penyamaan persepsi pentingnya
Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara,
penyampaian target pekerjaan, pembagian tugas tim, dan penentuan
jadwal pelaksanaan proyek perubahan.

b. Rapat Koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
Perbatasan terkait pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan
negara
Pemberdayaan Masyarakat Desa Perbatasan Terdepan Perbatasan dapat
terlaksana dengan adanya kolaborasi antara mitra K/L dan pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota. Tahap selanjutnya, akan dilakukan rapat koordinasi
dengan mitra K/L terkait dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk
menyamakan persepsi antara semua pihak tentang pentingnya menjaga dan
memelihara tanda batas negara.

c. Penyusunan modul pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan
negara
Pelaksanaan pemberdayaan dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan masyarakat dalam menjaga dan memelihara tanda batas
negara. Sebagai bentuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan
masyarakat maka komponen utama yang dibutuhkan adalah modul
pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara.

d. Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan
Perbatasan Negara sebagai Pilot Project
Penguatan keterlibatan masyarakat dalam rangka menjaga dan memelihara

tanda batas negara diwujudkan dalam bentuk Kegiatan Pemberdayaan
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Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai pilot project.
Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut masyarakat memiliki
pengetahuan untuk berpartisipasi dalam menjaga dan memelihara tanda
batas negara.

Strategi pencapaian jangka menengah selama 6 bulan akan dilakukan

beberapa hal antara lain:

a.

Finalisasi Peraturan Badan guna mempercepat program pemberdayaaan
masyarakat desa terdepan perbatasan negara;

Memfasilitasi kegiatan ToT Pejabat Daerah dalam rangka mendorong
kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara
sebagai bagian dari sistem pertahanan negara di daerah perbatasan negara;
Memberikan pelatihan di Daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat
desa terdepan perbatasan negara;

Membentuk organisasi kemasyarakatan penjaga perbatasan yang
merupakan kolaborasi antara satuan pengaman perbatasan (pamtas) dan
masyarakat desa terdepan perbatasan negara.

Strategi pencapaian jangka panjang selama 1 tahun akan dilakukan beberapa

hal antara lain:

a.

Mendayagunakan masyarakat menjaga Perbatasan (Mentas) sebagai
bagain dari sistem pertahanan rakyat Semesta;

Melakukan monitoring dan evaluasi program pengamanan dan program
pemeliharaan pilar batas dengan stakeholder internal dan eksternal (Pusat

dan Daerah).

MILESTONE
2022
© >
Okt Nov Des
< < C
Mar Feb Jan 2023

Apr Mei Jun >
Sép AQt Jul
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Jangka Pendek
1) P T Mar

1) Pembentukan Tim Efekt! Pembardayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam Rangka Maeniaga dan
LANGYAN
FERT: Memelihara Tanda Batas Negara
Parbatasan
bardayaan aparatur ntah de rak an perbatasan negara
4) Pelaksanaan Kagiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Parbatasan Negara sebaga pllof proyect
Jangka Menengah
| 2 | 1) Finalisasi Peraturan Badan guna mempearcapat program pemberdayaaan masyarakst desa terdepan perbatasan negara
ey 2) Memfasilitasi kegiatan ToT Pejabat Daerah dalam rangka mendorong kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terdepan
VDU perbatasan negara sebagal bagian darl sistem partahanan negara di daerah perbatasan negara
Mambankan pelatiban d Daarah dalam rangka pemberdayazan masyarakat desa lerdopan parbatasan nagar

Membentuk crganisasi yang merupakan kolaborasi antara satuan pengaman

Jangka Panjang

3 ‘ 1) Mendayagunakan masyarakat menjaga Perbatasan (Mentas) sebagai bagain dan sistem pertshanan rakyat Semests

LANGKAH 2) Melakukan monitoring dan evaluas: program pengamanan dan program pemeliharaan pilar batas dengan stakeholder inlem:

dan ekstemnal (Pusat dan Daerah)

Gambar 6. Tahapan-tahapan yang terencana dengan target yang jelas dan
terukur

3. ldentifikasi Stakeholder

Pada proyek perubahan ini juga melibatkan beberapa stakeholder untuk
mendukung pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan
Negara. Untuk dapat menjalankan kegiatan Proyek Perubahan ini, tim tidak
mungkin bekerja sendiri. Stakeholder pada Proyek Perubahan ini adalah :

a. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

BNPP merupakan badan yang berfokus dalam mengelola perbatasan
negara dan kawasan perbatasan. Dalam hal ini BNPP memiliki peran yang
sangat penting sebagai perencana dan pelaksana kegiatan Fasilitasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan sebagai bagian dari
sistem Hankam.

b. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Pada kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan
Perbatasan, Kemendagri sebagai bagian yang menangani perjanjian batas
wilayah negara. Peran Kemendagri dalam kegiatan ini adalah sebagai
pembuat regulasi.

c. Pemerintah Daerah
Pada Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan

Perbatasan, Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dalam
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pelaksanaan kegiatan. Pemerintah Daerah juga berperan sebagai
perpanjangan tangan Pemerintah Pusat baik dari segi regulasi maupun dalam
hal penyediaan anggaran.
d. Mabes TNI
TNI merupakan kekuatan utama dalam Sistem Pertahanan Keamanan
Rakyat Semesta. Pada kegiatan ini TNI berperan sebagai pengarah kegiatan
dan tokoh utama dalam menjaga dan memelihara tanda batas wilayah
negara.
e. Kementerian Keuangan dan Bappenas
Kementerian Keuangan dan Bappenas merupakan stakeholder yang
memiliki peran terpenting dalam perencanaan dan program kegiatan dan
Anggaran bagi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan
Perbatasan Negara sebagai bagian sistem Hankam. Kegiatan K/L baik pusat
maupun daerah akan sangat bergantung dari persetujuan perencanaan dari
Kementerian Keuangan dan Bappenas.
f. Ditjen Bina Pemdes
Ditjen Bina Pemdes memiliki peran yang cukup penting dalam Kegiatan
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan. Sebagai
salah satu bagian yang fokus dalam menangani desa, Ditjen Bina Pemdes
dapat menyediakan regulasi serta anggaran pada kegiatan ini.
g. Masyarakat Perbatasan
Masyarakat perbatasan merupakan tokoh utama dalam Kegiatan
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan.
Masyarakat merupakan kekuatan pendukung dalam Sistem Pertahanan
Keamanan Rakyat Semesta.
4. Jenis-jenis Stakeholder
Kontribusi dari stakeholder merupakan kunci penting dalam keberhasilan
suatu kegiatan. Mengidentifikasi jenis-jenis stakeholders itu sangat penting bagi
organisasi publik yang mengharapkan adanya perubahan dan peningkatan

kinerja organisasi. Jenis-jenis stakeholder terbagi menjadi 4 (empat) yaitu :

a. Promoters memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga kekuatan

untuk membantu membuatnya berhasil (atau menggagalkannya)
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b. Defenders memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan
dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk
mempengaruhi kegiatan

c. Latents tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam kegiatan,
tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program jika mereka
menjadi tertarik

d. Apathetics kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin
tidak mengetahui adanya kegiatan

5. Analisa Stakeholder

Berdasarkan hasil pengkajian pengaruh dan prioritas, stakeholder dapat

dipetakan seperti pada gambar dibawah ini.

LATENTS PROMOTERS

Memiliki tindakan yang Memiliki tindakan yang
berpengaruh, namun berpengaruh, namun
memberikan prioritas yang memberikan prioritas yang
rendah tinggi

1. Kementerian Keuangan 1. BNPP
2. Kemendagri 2. Ditien PMD

Stakeholder
(Pemangku

Kepentingan)

DEFENDERS

Memiliki tindakan yang tidak

berpengaruh, namun
berpengaruh, dan : o
memberikan prioritas yang memberikan prioritas yang

rendah tingg

1. Pemerintahan
Aparatur Pemdes Provinsi/Kabupaten/Kota

2. Masyarakat Perbatasan

APATETICS
Memiliki tindakan yang tidak

Gambar 7. Tabel Analisa Stakeholder
6. Strategi Komunikasi/Mobilisasi Stakeholder

Strategi komunikasi stakeholder berdasarkan hasil analisis stakeholder

dijabarkan sebagai berikut :

a. Komunikasi yang dibangun dengan stakeholders Key Player
(Promotors)
Komunikasi yang perlu dibangun stakeholders dengan Promotors adalah :
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1) Komunikasi yang konsisten dan tetap berkomitmen walaupun situasi
berubah;

2) Komunikasi langsung, harus dapat merespons pertanyaan secara
langsung;

3) Harus dimonitor terus menerus;

4) Komunikasi yang memungkinkan stakeholders dapat bertanya
kapanpun dan dapat menyediakan jawaban;

5) Memahami masalah yang timbul dan dapat memberi respon dengan
cepat.

Komunikasi dengan Defendents Stakeholders

Komunikasi dengan stakeholders defendents :

1) Susun Strategi komunikasi bersama dengan stakeholders ini (When,
What Means, Why, Who);

2) Gunakan software manajemen yang memberikan laporan;

3) Laporkan status proyek ringkas dan rinci. Anda harus membuat laporan
status setidaknya setiap dua minggu dan didistribusikan di antara para
stakeholders;

4) Anda perlu berusaha untuk bertemu stakeholders selama proses
manajemen proyek. Hal ini untuk memastikan bahwa informasi telah
dibaca, baik melalui update email atau melalui laporan status;

5) Yang paling penting, Anda harus berbicara dengan stakeholders untuk
mengetahui apa yang mereka harapkan dari Anda.

Komunikasi dengan (Latent) Stakeholders
Stakeholder dalam kategori ini bisa jadi pengaruh yang kuat, tetapi karena
mereka berpotensi memiliki kepentingan rendah, anda perlu menemukan
saluran digital yang sesuai untuk menargetkan pesan mereka. Dengan cara
ini mereka dapat memberikan konteks dan mengatasi isu-isu spesifik yang
menarik minat stakeholders, sehingga membangun dukungan politik untuk
proyek tersebut.

Komunikasi dengan (Apethetics) Stakeholders

Komunikasi dengan stakeholders apethetics :

1) Mengelola hubungan pasif, tidak perlu mencari mereka, Tetap sopan

dan bersikap sewajarnya ketika bertemu;
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2) Berhati-hatilah tentang peristiwa yang tiba-tiba bisa memindahkan
mereka ke Key Players;

3) Gunakan metode push communication — tidak ada interaksi kecuali
diminta.

7. Strategi Marketing Proyek Perubahan

Hasil analisis strategi marketing dengan metode 4P1C (product, place, price,
promotion, dan customer) menunjukkan bahwa customer adalah unsur utama
dari proyek perubahan ini. Customer terdiri dari masyarakat desa terdepan
perbatasan negara (Aparatur Pemerintah Desa, Pamtas, Linmas, tokoh adat,
tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan
cendikiawan) sesuai dengan (Gambar 7).

e Keterlibatan Masyarakat desa terdepan perbatasan sebagai sistem
pertahanan rakyat semesta

Product

¢ Kolaborasi perencanaan anggaran antara K/L dan Pemerintah Daerah

e Campaign dalam semua media yang dimiliki oleh BNPP group wa

AL Facebook, instragam dll secara masif dan berkelanjutan

e Kantor BNPP, Pemda Kabupaten Perbatasan

e Aparatur Pemerintah Desa, Pamtas, Linmas, tokoh adat, tokoh masyarakat,

B tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan cendikiawan

Gambar 8. Rencana Strategis Marketing

F. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA DAN SOLUSINYA

Hal yang paling mendasar di dalam implementasi suatu proyek perubahan
adalah menyusun dan merencanakan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah
suatu dokumen perencanaan yang digunakan oleh manajer proyek perubahan untuk
mengidentifikasi potensi risiko terhadap proyek perubahan yang akan dilakukan,
memperkirakan dampak dari setiap tahapan di dalam proyek perubahan, probabilitas

yang mungkin terjadi dari setiap langkah yang diambil, dan kemudian mendefinisikan
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tanggapan atau respon terhadap risiko-risiko yang sudah diidentifikasi. Risiko yang

teridentifikasi dapat berupa ketidakpastian dalam lingkup jadwal pelaksanaan, biaya

yang mendukung pelaksanaan, atau kualitas dari sumber daya. Oleh karena itu,

rencana manajemen risiko ini dibuat untuk mengidentifikasi risiko-risiko, prioritas, dan

menciptakan langkah-langkah atau sistem untuk memaksimalkan potensi yang

bedampak positif dan mengurangi

potensi yang berdampak negatif.

Selain

mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul, diidentifikasi juga probabilitas

terjadinya risiko, dampak yang ditimbulkan, dan rencana tindakan mitigasi risiko

(Tabel 1), serta prioritas mana yang harus segera didahulukan di dalam pelaksanaan

proyek perubahan (Gambar 5).

Tabel 2. Skala Prioritas

_ Mendesak Kurang mendesak
Penting 1 2
Kurang Penting 3 4

Tabel 2 adalah analisis risiko yang menggambarkan identifikasi risiko-risiko yang

mungkin timbul dari tahapan pelaksanaan proyek perubahan dan konsekuensinya,

probablitias munculnya risiko dan dampaknya, skala prioritas dan rencana tindakan

yang akan dilakukan, serta penanggungjawab pelaksanaan rencana mitigasi.

Tabel 3. Analisis Risiko

Rencana Tanggung
No Risiko Konsekuensi Probabilitas | Dampak | Prioritas Tindak jawab
Mitigasi
1 | Penolakan atau | Perlu Tinggi Tinggi 1 Melakukan Asdep
resistensi daritim | dilakukan rapat
efektif yang | komunikasi koordinasi
kurang setuju | internal dengan tim
dengan adanya | dengan tim efektif secara
tambahan beban | efektif rutin
kerja
2 | Penolakan atau | Perlu Tinggi Tinggi 1 Secara Asdep
resistensi dari | dilakukan intensif
mitra K/L dan | komunikasi melakukan
Pemerintah eksternal rapat
Provinsi/Kabupat | dengan mitra koordinasi
en/Kota K/L dan guna
Perbatasan Pemerintah menginisiasi
untuk melakukan adanya
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Rencana

No Risiko Konsekuensi Probabilitas | Dampak | Prioritas Tindak T?;\?V%Lt‘)“g
Mitigasi J
Pemberdayaan Provinsi/Kabu kerjasama
Masyarakat paten/Kota yang terjalin
Desa Terdepan
dalam rangka
Menjaga dan
Memelihara
Tanda Batas
Negara
3 | Adanya Perlu Tinggi Tinggi 2 Melakukan Asdep
perbedaan dilakukan rapat
persepsi  antar | koordinasi koordinasi
stakeholder antar secara
terkait, dalam | stakeholder intensif untuk
penyusunan menyamakan
modul persepsi
pemberdayaan antar
masyarakat desa stakeholder
terdepan terkait, dalam
perbatasan penyusunan
negara modul
pemberdaya
an
masyarakat
desa
terdepan
perbatasan
negara
4 | Penolakan atau | Perlu Tinggi Tinggi 1 Melakukan Asdep
resistensi  dari | dilakukan rapat
masyarakat komunikasi koordinasi
untuk menerima | dengan secara
materi  tentang | masyarakat intensif
menjaga dan dengan
memelihara kelompok
tanda batas kerja  untuk
negara mendorong
keterlibatan
kelompok
kerja dalam
menjaga
tanda Dbatas
negara.
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G. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN PROYEK PERUBAHAN

Faktor Kunci Keberhasilan Proyek Perubahan :

Deskripsi tentang faktor-faktor yang dianggap menjadi kunci bagi keberhasilan
pencapaian tujuan proyek perubahan secara tepat waktu dan tepat sasaran,
dituangkan dalam tabel berikut:

1. Jangka Pendek
No. | Tahapan dan Indikator Tanggal Hasil Faktor Penentu
Kegiatan Keberhasilan Kegiatan
1. | Pembentukan - Terbentuk 4 -7 Terbentuknya |- Dukungan
TIM Efektif Komitmen Oktober Tim Efektif Mentor
bersama 2022 - Dukungan
- Tersusun SK Tim
TIM - Kerjasama
dan
Hubungan
antar
personal
2. | Membangun - Terbangunnya | 24 Komunikasi - Dukungan
Networking Komunikasi Oktober — yang intens mentor
dan kerjasama antar 2 antar - Dukungan
dengan mitra Stakeholder November stakeholder Tim
K/L dan terkait; 2022 terkait - Kerjasama
Pemerintah - Tersusunnya Rencana Tim
Daerah rencana aksi pelaksanaan - Keseriusan
Provinsi, pelaksanaan proyek - Ketersediaan
Pemerintah proyek perubahan Sumberdaya
Kab/Kota perubah - Ketersediaan
akses
informasi
- Ketersediaan
dana
3. | Penyusunan - Tersusunnya 27 Modul - Dukungan
Modul kegiatan Modul Oktober — Pembelajaran Mentor
Pemberdayaan Pemberdayaan | 1 Pemberdayaan |- Kerjasama
Masyarakat November Masyarakat Tim
dalam 2022 dalam - Ketersediaan
menjaga dan menjaga dan Sumber
memelihara memelihara daya;
tanda batas tanda batas - Ketersediaan
negara akses
informasi
- Kompetensi
tim
penyusun
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No. | Tahapan dan Indikator Tanggal Hasil Faktor Penentu
Kegiatan Keberhasilan Kegiatan
- Ketersediaan
anggaran
4. | Terlaksananya |- Keikutsertaan |7-25 - Terlaksananya |- Dukungan
kegiatan PMD masyarakat November kegiatan PMD Mentor
sebagai pilot perbatasan 2022 sebagai Pilot - Dukungan
project - Keterlibatan Project mentor
pemerintah - Kerjasama
daerah prov, Tim
kab/kota - Kerjasama
stakeholder
- Keseriusan
2. Jangka Menengah
No. | Tahapan dan Indikator Tanggal | Hasil Faktor Penentu
Kegiatan Keberhasilan Kegiatan
1. | Penyusunan - Tersusunnya 6-9 - Peraturan - Dukungan
Peraturan Peraturan Februari Badan Mentor
Badan Badan 2023 Nasional - Dukungan
Nasional Pengelola Tim
Pengelola Perbatasan - Kerjasama
Perbatasan tentang dan
tentang Pedoman Hubungan
Pemberdayaan Pemberdayaan antar
Masyarakat Masyarakat personal
dalam dalam
menjaga dan menjaga dan
memelihara memelihara
tanda batas tanda batas
2. | Fasilitasi ToT - Terbangunnya | 20-23 - Adanya - Dukungan
Pejabat pemahaman Februari dukungan dan mentor
Daerah Pejabat 2023 komunikasi - Dukungan
Daerah yang intens Tim
tentang dari Pejabat - Kerjasama
kegiatan Daerah dalam Tim
Pemberdayaan pelaksanaan |- Keseriusan
Masyarakat Kegiatan - Ketersediaan
Desa Pemberdayaan Sumberdaya
Terdepan Masyarakat - Ketersediaan
Perbatasan Desa akses
Negara Terdepan informasi
Perbatasan - Ketersediaan
Negara dana
3. | Pelaksanaan - Terbangunnya | 13-17 - Terlaksananya |- Dukungan
Pelatihan di pemahaman Maret kegiatan Mentor
Daerah Pemerintah 2023 pelatihan di - Kerjasama
Daerah tentang Daerah untuk Tim
kegiatan mendukung
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No. | Tahapan dan Indikator Tanggal | Hasil Faktor Penentu
Kegiatan Keberhasilan Kegiatan
Pemberdayaan Pemberdayaan |- Ketersediaan
Masyarakat Masyarakat Sumber
Desa Terdepan Desa Terdepan daya;
Perbatasan Perbatasan - Ketersediaan
Negara Negara akses
informasi
- Kompetensi
tim
penyusun
- Ketersediaan
anggaran
4. | Terbentuknya |- Keikutsertaan - Adanya - Dukungan
LK Desa masyarakat keterlibatan Mentor
Mentas perbatasan Masyarakat - Kerjasama
- Keterlibatan Desa Terdepan Tim
pemerintah Perbatasan - Ketersediaan
daerah prov, Negara dalam Sumber
kab/kota menjaga Pilar daya;

Batas Negara - Ketersediaan
akses
informasi

- Kompetensi
tim
penyusun

- Ketersediaan
anggaran

3. Jangka Panjang

No. | Tahapan dan Indikator Tanggal | Hasil Faktor Penentu
Kegiatan Keberhasilan Kegiatan

1. | Mendayagunakan | - Keterlibatan 17-21 - Adanya - Dukungan
masyarakat masyarakat April kegiatan yang Mentor
menjaga perbatasan 2023 diinisiasi oleh |- Kerjasama
Perbatasan masyarakat Tim
(Mentas) sebagai terkait - Ketersediaan
bagain dari pengawasan Sumber
sistem patok/pilak daya;
pertahanan batas wilayah |- Ketersediaan
rakyat Semesta negara. akses

informasi

- Kompetensi
tim
penyusun

- Ketersediaan
anggaran

2. | Melakukan - Adanya 21-25 - Catatan - Dukungan
monitoring dan catatan hasil | Agustus Evaluasi Mentor
evaluasi program 2023 Kegiatan
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evaluasi Pemberdayaan |- Dukungan
kegiatan Masyarakat Tim
Desa - Kerjasama
Terdepan dan
Perbatasan Hubungan
Negara antar
personal

H. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN

1. Pembentukan Tim Kerja

Dalam suatu organisasi diperlukan kinerja tim untuk meningkatkan performa
suatu organisasi. Definisi tim menurut Naresh Jain (2009), tim terdiri dari
anggota dengan keterampilan yang saling melengkapi dan menghasilkan sinergi
melalui upaya yang terkoordinasi yang memungkinkan setiap anggota untuk
memaksimalkan kekuatan mereka dan meminimalkan kelemahan mereka.
Anggota tim diharapkan mampu belajar untuk saling membantu, mengenali
potensi diri mereka, dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap
orang untuk melampaui keterbasannya. Pada intinya dalam membangun sebuah
tim pada akhirnya fokus kepada manusia dan mengelola hubungan dan
komunikasi. Sebuah Tim biasanya bekerja dalam waktu tertentu dan untuk
mencapai tujuan tertentu.

Salah satu bentuk dari tim adalah tim efektif. Larson & LaFasto (1989)
menyebutkan apa yang harus dimiliki dari tim efektif antara lain sebagai berikut:
a. A clear, elevating goal : Tujuan menjadi alasan utama dalam membentuk

suatu tim efektif. Tujuan ini harus jelas ditetapkan dan setiap anggota dalam

tim ini harus mempunyai pemahaman yang sama mengenai maksud dari
tujuan ini.

b. Result-Driven Structure : Capaian yang berdasarkan pada tahapan. Setelah
tujuan telah ditetapkan, ada tahapan-tahapan (milestone) yang terbagi pada
jangka waktu tertentu untuk melihat progress dari tim tersebut bekerja.

c. Competent Team Members: Tim Efektif juga terdiri dari anggota tim yang
kompeten sesuai dengan kebutuhan. Tahu siapa akan melakukan apa.

d. Unified Commitment: Komitmen menjadi modal bagi tim efektif agar bekerja

sesuai dengan bagiannya sebaik-baiknya.
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e.

Collaborative Trust and Communication: Kolaborasi atas dasar saling

percaya dan komunikasi menjadi irama dalam tim efektif.

Standards of Excellence: Setiap anggota tim efektif komitmen untuk bekerja

dengan maksimal dan mencapai hasil yang maksimal

Support and Recognition: Peranan pimpinan tim efektif dalam mendukung

kerja tim dan juga mengapresiasi ketika sudah bekerja dengan baik dan

mencapai tujuan.

Principle Leadership: Pemimpin akan menjadi pengarah dalam tim yang

harus mampu mengelola setiap anggota tim dengan tugas dan tanggung

jawabnya masing-masing dan memastikan arah kerja tim menuju tujuan

yang ditetapkan.

Pada proyek perubahan ini, dibentuk tim efektif yang akan membantu

dalam hal perumusan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan pelaporan

kegiatan sehingga proyek perubahan ini dapat terlaksana dengan baik.

2.

Struktur Organisasi Pelaksana dan Tim Efektif

Komposisi tim yang efektif idealnya terdiri dari: pemimpin, pembentuk,

pemikir, pengevaluasi, penyelidik sumber daya, pekerja tim, dan penyelaras akhir.

Untuk mendukung keberhasilan proyek perubahan ini, maka dibentuk tim efektif

yang terdiri dari Mentor, Project Leader, Tim Substansi, Tim Penyusun Pedoman

dan SOP, Tim IT dan Tim Pendukung yang disusun dalam tabel berikut:

Tabel 4. Daftar Tim Efektif

NO. JABATAN NAMA
1. | Pengarah Dr. Robert Simbolon, MPA.
2. | Project Leader Drs. Ismawan Harijono, M.Si.
3. | Tim Substansi Dr. Agustin Sagala, M.Si
Yulianis, S.Sos.
4. | Tim Penyusun Pedoman dan | Hega Mitasari, S.STP, M.AP.
SOP Taryani, S.E
David Sebajang S.Sos, M.Si
5 [ TimIT Andi Nurdiansyah, S.STP
Novi Nur Aini, S.Si
Rara Febriska, S.IP
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NO.

JABATAN

NAMA

Ajeng Setry Kinanti, S.IP
Prasca Uli Rewardani, S.l.Kom
Duta Setyabudi, S.Pd

6. | Tim Pendukung William Coatant Tethool, S.STP

Tobari, S.AP

Muhammad Fajar Irfandi, S.Sos

Puspita Hanum Dyah Satiti, S.Si.
Muhammad Syarifuddin, S.T

Rudy Shantoro, S.T

Hartanto, S.E

3. Struktur Tata Kelola Proyek Perubahan
Tata Kelola proyek perubahan merupakan struktur yang digunakan dalam
proyek perubahan yang meliputi sponsor, project leader dan anggota tim.
Penjelasan disajikan sebagai berikut :
MENTOR
(Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara) Pen ga ra h
Project
Asdep Batas Wilayah Darat Ject - Coach
Leader
|
| ]
- Fungsional
Fungsional Perencanaan TI m TEkI"'IiS Tl m . Perencanaan muda
madya 1 dan 2 Administrasi beserts Staf
Gambar 9. Tata Kelola Proyek Perubahan
4. Tugas dan Kewenangan Tim Efektif

Tim Efektif memiliki tugas dan kewenangan antara lain sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Proyek Perubahan;

b. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Proyek

Perubahan;
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c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Proyek
Perubahan;
d. Menyiapkan draft penyusunan modul, pedoman dan SOP kegiatan
Proyek Perubahan;
e. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Proyek Perubahan;
f. Meyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan;
dan
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh project leader.
5. Masa Berlaku dan Etika serta Mekanisme Tim Efektif
Masa berlaku tim efektif terhitung sejak disahkan dalam Surat Keputusan
Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat dan akan berakhir
setelah Milestone jangka panjang 1 tahun telah terlaksana. Dalam
melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Tim Efektif pada Proyek
Perubahan, Tim Efektif memegang teguh kode etik dan kode perilaku PNS
sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil. Mekanisme kerja Tim Efektif pada Proyek Perubahan ini
memiliki 3 (tiga) komponen utama yang terdiri dari mentor sebagai pengarah,
project leader sebagai pengambil keputusan, dan tim sebagai pelaksana

kegiatan.

6. Monitoring dan Evaluasi

Untuk pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Tim Efektif dalam
pelaksanaan Proyek Perubahan akan dilakukan setiap bulan. Monitoring dan
evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi terhadap progress,
keluaran, hasil, dan indikator keberhasilan.

. RENCANA PENGEMBANGAN POTENSI DIRI SEBAGAI TINDAKLANJUT
DARI SELF ASSESMENT DIRI
Rencana Pengembangan potendi diri sebagai tindak lanjut dari self

assessment diri adalah sebagai berikut :
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Pengembangan

Potensi Diri

Gambar 10. Bagan Rencana Pengembangan Potensi Diri
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BAB I
PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. CAPAIAN TAHAPAN RENCANA STRATEGIS

Implementasi Proyek Perubahan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Terdepan Perbatasan Negara Dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui

Penjagaan Pilar Batas Negara di Badan Nasional Pengelola Perbatasan dapat

diuraikan sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Efektif Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan

Perbatasan Negara dalam Rangka Menjaga dan Memelihara Tanda Batas

Negara

a. Uraian dan Output Kegiatan

Kegiatan membentuk Tim Efektif proyek perubahan dilakukan pada

tanggal 4 sampai dengan 7 Oktober 2022di lingkungan kerja project

leader, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat,

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional

Pengelola Perbatasan. Pada kegiatan pembentukan tim efektif ini

terdapat tiga tahapan yang dilakukan oleh project leader, yaitu:

1)

2)

Rapat Koordinasi Internal Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara
Wilayah Darat

Setelah project leader menyusun Proyek Perubahan, project leader
kemudian melakukan rapat internal Asisten Deputi Pengelolaan
Batas Negara Wilayah Darat. Rapat tersebut membahas
pembentukan tim efektif yang akan membantu project leader dalam
mengimplementasikan rancangan proyek perubahan. Tim efektif
terbagi dalam empat kelompok tim kerja, yaitu tim substansi, tim
penyusunan pedoman dan SOP, tim IT, dan tim Pendukung.
Pembuatan SK tim efektif

Hasil rapat koordinasi internal Project Leader berkomunikasi dengan
atasan dalam hal ini Sekretaris BNPP untuk menyusun SK tim
efektif. Project Leader memberikan penjelasan kepada Sekretasid
BNPP terkait urgensi dari kegiatan proyek perubahan yang telah

digagas. Penjelasan terkait tugas dan fungsi tim efektif untuk
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mendukung kegiatan Proyek Perubahan terkait Pemberdayaan
Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara.

3) Pembahasan Rencana Aksi Pelaksanaan Proyek Perubahan
bersama tim Efektif
Setelah SK tim efektif dibuat, project leader melakukan pembahasan
terkait rencana aksi proyek perubahan. Tim Efektif berkoordinasi
untuk membuat rancangan rencana aksi pelaksanaan proyek
perubahan baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
Penyusunan rencana aksi ini mengacu pada milestone yang telah
dibuat pada rancangan proyek perubahan.

b. Evidence/Bukti

£ N BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONES'A

ARIATEN DEWLITT SO HLOLAMN RALLS ASIMARAS WILATAMN DARAT

G4/ A4 0020 2022
Nase

Undargze Rzam #zrissimas Mryes
Paribaras

ASSTIN DOUTY
PENGELOUAAN DATAS SEGARA WILAYAN OATAT

-

Dra ERVAWAN MATLIOND, M3

Gambar 11. Undangan Rapat Internal Pembentukan Tim Efektif
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BADAN NASIONAL PENGELOLA
PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA

ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH
DARAT

: S33/AVDVX/2022 Jokarta, 5 Oktober 2022
Basa

: Undengan Rapat Pembahasan
Rencans Aksi Proyek Perubahan

Yth. Pegawai di lnghungan Asisten Deputi
Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat
di -
Tempat

hasil Proyel dengnn  judul
Dan i Pﬁ Batas Wilayah Negara Darat

M:ﬂnlu Terdepan Nezarm Sebagai Bagian
i Sistemn Pertahanan Kesmanan” oleh Asisten Deputi Pengelolsan Batas Negara
Wnllnuh Darat. Terkait dengan hal tersebut dibutubkan rapat koordinasi di internal

Asisten Deputi Pengelolsan Batas Negara Willaysh Darat dabam rangka
pembentukan tim efektif dan tim pelaksana yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Jum'st
Tangzal 07 Oktober 2022
Pukul : 10.00WIB
: Ruang Rapot di Asisten Deputi Pengelolsan Botas Negara
Wilayah Darat
Agenda Rapat Pembentukan Tim efektif dan Tim Peloksana Proyek
Perubahan

dan i terima

ASISTEN DEPUTI

V. MILESTONT JANGKA MENENGAN
DAN JANGEA PANJANG

e v s Pt 3
— . s v ot e

—

- -2 -8 - >

> b .

O 2 -

R et s et
[ty

Gambar 18. Rencana Aksi Pelaksanaan Proyek Perubahan

2. Meningkatkan networking dan kerjasama dengan mitra K/L terkait dan
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Perbatasan
a. Uraian dan Output Kegiatan
Kegiatan membangun networking dengan mitra K/L terkait dan
pemerintah daerah dilakukan pada tanggal 24 Oktober sampai dengan
2 November 2022 di lingkungan kerja project leader, Asisten Deputi
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Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Deputi Bidang Pengelolaan

Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Pada

kegiatan ini project leader membangun networking dengan mitra K/L,

diantaranya Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri,

Kementerian Luar Negeri dan Badan Informasi Geospasial. Koordinasi

dengan Pemerintah Daerah diantaranya Pemerintah Kalimantan Barat,

Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur dan

Papua. Pada kegiatan membangun networking ini terdapat dua

tahapan yang dilakukan oleh project leader, yaitu:

1) Rapat Koordinasi dengan Mitra K/L terkait koordinasi Rencana
Kegiatan Proyek Perubahan dengan judul Pemberdayaan
Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara
Dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar
Batas Negara

2) Rapat koordinasi dengan stakeholders (Pemda) terkait Kegiatan
Proyek Perubahan dengan judul Pemberdayaan Pemberdayaan
Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Dalam Menjaga
Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara

b. Bukti/Evidence
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Gambar 19. Undangan Rapat dengan mitra K/L
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Gambar 20. Daftar Hadir Rapat

Gambar 21. Dokumentasi
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Gambar 23. Undangan Rapat dengan Pemerintah Daerah
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Gambar 26. Notulensi

3. Menyusun modul pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan
negara
a. Uraian dan Output Kegiatan
Kegiatan membangun modul pemberdayaan masyarakat desa
terdepan perbatasan dilakukan pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 1
November 2022. Pada kegiatan penyusunan modull ini project leader
membangun dengan mitra K/L, diantaranya Kementerian Pertahanan,
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Badan Informasi
Geospasial. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah diantaranya
Pemerintah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa
Tenggara Timur dan Papua. Pada kegiatan penyusunan modul
pemberdayaan masyarakat ini terdapat dua tahapan yang dilakukan oleh
project leader, yaitu:
1) Rapat Koordinasi penyusunan modul kegiatan Pemberdayaan
Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara
Dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar

Batas Negara dengan mitra K/L
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2) Rapat koordinasi penyusunan modul kegiatan Pemberdayaan

Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara

Dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar

Batas Negara dengan stakeholder

b. Bukti/Evidence
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Gambar 28. Daftar Hadir Rapat

Gambar 29. Dokumentasi
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Gambar 33. Dokumentasi
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Gambar 35. Modul

50



4. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan
Negara sebagai Pilot project
a. Uraian dan Output Kegiatan
Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan
negara sebagai pilot project dilakukan pada tanggal 7 sampai dengan 25
November 2022. Pada kegiatan penyusunan modul ini project leader
melaksanakan kegiatan pilot project berupa Pada kegiatan penyusunan
modul pemberdayaan masyarakat ini terdapat dua tahapan yang dilakukan
oleh project leader, yaitu:
1) Rapat Internal Persiapan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
masyarakat desa terdepan perbatasan negara sebagai pilot project
2) Rapat koordinasi dengan pemerintah daerah terkait persiapan
pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa terdepan
perbatasan negara sebagai pilot project
3) Pelaksanaan Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa terdepan
perbatasan negara sebagai pilot project
b. Bukti/Evidence
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Gambar 43. Nota Dinas

B. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING
Suksesnya strategi marketing sector publik dari implementasi proyek

perubahan strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan
Negara Dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas

Negara dilakukan dengan mempergunakan metode 4P1C sebagai berikut:



1. Product
Produk yang dihasilkan dari implementasi Proyek Perubahan ini adalah
keterlibatan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Dalam Menjaga
Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara
2. Price
Dalam rangka implementasi strategi percepatan Pemberdayaan
Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Dalam Menjaga Pertahanan
Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara perlu didukung oleh
kolaborasi perencanaan anggaran antara K/L dan Pemerintah Daerah
3. Promotion
Dalam rangka implementasi strategi promosi, kegiatan promosi dilakukan
dengan melakukan campaign dalam semua media yang dimiliki oleh BNPP
seperti grup wa, facebook, Instagram dll secara masiv dan berkelanjutan
4. Place
Implementasi Proyek Perubahan dilaksanakan di lingkungan Asisten
Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Badan Nasional Pengelola
Perbatasan. Pelaksanaan pilot project kegiatan dilaksanakan di Kabupaten
Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
5.  Customer
Implementasi proyek perubahan dengan target masyarakat desa terdepan
perbatasan negara yang terdiri dari elemen Masyarakat diantaranya Aparatur
Pemerintah Desa, Pamtas, Linmas, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh
Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan Cendikiawan.
Pelaksanaan proyek perubahan dengan menggunakan strategi marketing
sesuai dengan jadwal yang disusun, seluruh tahapan kegiatan milestone dapat

terlaksana dengan baik.

C. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR
Dalam proses implementasi proyek perubahan, telah terjadi proses

pembelajaran baik oleh project leader, tim efektif, mitra K/L dan Pemerintah

Daerah. Dalam implementasi Proyek Perubahan memberikan kesempatan

pengembangan diri untuk masih-masing elemen yang terlibat diantaranya :

1. Mampu dalam mengembangkan jaringan kerja (networking). Dalam
implementasi Proyek perubahan tim mampu mengembangkan jalinan kerja

dengan berbagai individu atau kelompok dan menjadi salah satu kunci dalam
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mencapai tujuan. Tim mengembangkan keahlian dalam menjalin hubungan
kerja, sehingga berhasil dan mampu mempertahankan diri demi kelangsungan
hidup.

. Mampu bekerjasama (teamwork) dengan berbagai pihak dalam
mengembangkan keunggulan spesifiknya. Dalam implementasi Proyek
perubahan tim dituntut mempunyai keunggulan spesifik dan memiliki
kemampuan mengembangkan keunggulan spesifiknya dengan membangun
suatu teamwork. Tim tidak dapat lagi memisahkan diri dan bersikap
individualistik, menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain sudah menjadi
keharusan dalam rangka menciptakan produk-produk yang unggul sebagai
output dari Proyek Perubahan.

. Mengutamakan kualitas yang tinggi. Dalam implementasi Proyek perubahan
tim terus menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam
menghasilkan produk. Sehingga produk yang dihasilkan dapat ditingkatkan

kualitasnya secara terus-menerus dan berkelanjutan.
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BAB Il
PENUTUP

A. LESSON LEARNT

Berdasarkan implementasi kegiatan Proyek Perubahan dan seluruh

kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional, pembelajaran yang didapatkan

oleh Project Leader dalam kepemimpinan strategis adalah sebagai berikut:

1.

2.
3.

Pembangunan Komitmen Bersama antara Mentor, Project Leader dan Tim
Efektif untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan.
Sinergitas antara pemerintah Pusat, Mitra K/L dan Pemerintah Daerah.
Meningkatkan kemampuan kepemimpinan dalam melaksanakan Proyek
Perubahan.

B. KESIMPULAN

1.

Kegiatan proyek perubahan ini bertujuan untuk meningkatkanya keamanan
dan terpeliharanya tanda batas wilayah negara pada desa perbatasan
negara serta pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa terdepan

perbatasan negara dalam memelihara tanda batas wilayah negara.

. Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan

Perbatasan Negara sebagai Pilot Project merupakan output proyek
perubahan jangka pendek dengan output jangka panjangnya yakni
pemberdayagunaan masyarakat menjaga Perbatasan (Mentas) sebagai

bagian dari sistem pertahanan semesta.

C. SARAN

1.

Perlu adanya sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
seluruh masyarakat desa terdepan perbatasan negara dalam menjaga

perbatasan.

. Penyusunan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan terkait

Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara
perlu diprioritaskan sebagai dasar pemerintah daerah mengadakan kegiatan

ini secara mandiri.
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Irawati, Erna. 2021. Isu Strategis. Modul PKN Tingkat Il. Lembaga Administrasi
Negara.

Supriadi, Hary. 2021. Marketing Sektor Publik. Modul PKN Tingkat Il. Lembaga
Administrasi Negara.

Muttagin, Tatang. 2021. Manajemen Strategis Sektor Publik. Modul PKN Tingkat II.
Lembaga Administrasi Negara.
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Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola
Perbatasan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun
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NAMA

NIP

TTL

AGAMA

PANGKAT/GOL
PENDIDIKAN TERAKHIR
JABATAN

ALAMAT
NO. TELEFON
ALAMAT EMAIL

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

: Drs. ISMAWAN HARIJONO, M.Si

: 196902031989021001

: Ambon, 3 Februari 1969

: Islam

: Pembina Utama Muda/IVc

: Magister llmu Sosial Universitas Padjajaran

: Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah
Darat, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah
Negara, BNPP

: Jalan Kedaung No. 27 Larangan Indah Kota Tangerang
: 081290707757
: ismawanharijono1969@gmail.com

RIWAYAT KEPANGKATAN
No. | T angkatGol. No. SK TglSK | TMT Pangkat
Ruang

1 Pembina 00005/KEP/AA/15001/22 | 2 Maret 2022 | 1 April 2022
Utama Muda
(IV/c)

2 Pembina Tk. | 823.4-1363 28 Maret 1 April 2014
(IV/b) 2014

3 Pembina (IV/a) | 811.234-800 29 Maret 1 April 2010

2010

4 Penata Tk. | 823.3/298/SK/X/2004 29 Oktober 1 Oktober
(11/d) 2004 2004

5 Penata (lll/c) 822.3/SK/03/2002 18 Februari 1 Januari

2002 2002

6 Penata Muda 817.123.3-858 2 Maret 2001 | 1 April 2001
Tk. 1 (11l/b)

7 Penata Muda 817.133-3429 30 September | 1 Oktober
(/&) 1997 1997

8 Pengatur (Il/c) | W.IVO1- 31 April 1995 | 1 April 1995

23/00219/IV/IKep/95

9 Pengatur Muka | 0123/00275/Kep/IV/1993 | 17 Mei 1993 1 April 1993
Tk. 1 (1I/b)

10 | Pengatur Muda | 91a/UP 16 Pebruari 1 Maret 1990
(1l/a) 1990

11 | Pengatur Muda | 697/UP 27 Maret 1 Pebruari
(I/a) 1989 1989
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RIWAYAT JABATAN

No. Pangkat/Gol. Ruang Eselon TMT Jabatan
1 Asisten Deputi Pengelolaan Il/a 26 Oktober 2021
Batas Negara Wilayah Darat
2 Kepala Bidang perencanaan li/a 6 September 2015
Infrastruktur Ekonomi dan
Kesra
3 Kepala Bagian Kepegawaian li/a 14 Januari 2014
BNPP
4 Kasubid Perencanaan IV/a 5 November 2010
Anggaran di Asisten Deputi
Infrastruktur Pemerintahan,
Deputi Bidang Infrastruktur
BNPP
5 Staff Pada Dirjen PMD 1 Pebruari 2009
Kementerian Dalam Negeri
6 Camat lli/a 27 Maret 2003
7 Kasubag Pemerintahan Desa 26 Nopember 2001
8 Sekretaris Kecamatan 26 Juni 2000
9 Sekretaris Pribadi Gubernur 12 Nopember 1997
Maluku
10 | ADC Gubernur Maluku 13 Agustus 1994
11 Kaur. Pemerintahan Kec. 4 Mei 1992
Maba Kab. Halmahera Tengah
Prov. Maluku
RIWAYAT PENDIDIKAN UMUM
No. Pgigjizirlgn Pendidikan/Fakultas/Jurusan SeE;:hallPT -II__?JTIIJJ:
1 S2 llImu Sosial Bidang Kajian Universitas 2008
Utama limu Pemerintahan Padjajaran
2 S11IP Politik Pemerintahan [IP Jakarta 1996
3 APDN Pemerintahan APDN 1991
Ambon
4 SMA IPA SMAN 2 1988
Ambon
5 SMP - SMPN 6 1986
Ambon
6 SD - SDN 22 1983
Ambon
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RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UMUM
No Nama Diklat Angkatan Tempat Panitia
/tahun Penyelenggara
1 Diklat PIM Tk.lIl (SPAMA) 2005 Makassar/Regional | Diklat Regional
Makassar Depdagri
Makassar
2 Diklat PIM Tk. IV (ADUM) 1999 Ambon/Provinsi Diklat Provinsi
Maluku Maluku
RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS
No Nama Diklat Angkatan/tahun | Tempat Panitia
Penyelenggara
1 Bimtek Kepemimpinan Camat 2004 Jakarta Depdagri
2 Bimtek Otonomi Daerah 2003 Jakarta Depdagri
3 Bimtek Batas Daerah 2002 Jakarta Depdagri
RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL
No Nama Diklat Angkatan/tahun | Tempat Panitia
Penyelenggara
1 Pengadaan Barang dan Jasa 2013 Jakarta LKPP
Pemerintah

PENGALAMAN SEBAGAI PEMBICARA PADA
SEMINAR/LOKAKARYA/WORKSHOP NASIONAL/INTERNASIONAL

Nama Panitia
No | Seminar/Lokakarya/Simposiu Tahun Tempat
m Penyelenggara
1 Lokakarya Perbatasan 2016 Hotel Kementerian
Negara Jayakarta Sosial
Bali
2 Pelatihan Pengelola Batas 2015 Hotel Kementerian
Negara Pada Acara Gema Amaris Pendidikan
Guru Perbatasan dan
Kebudayaan
3 Seminar Pengembangan 2009 Hotel Kementerian
Potensi Diri Aryaduta Koperasi
4 Seminar Wawasan 2009 Hotel Depdagri
Kebangsaan Jayakarta
5 Seminar Bahaya HIV 2008 Ruang Kemenkokesra
Rapat
Kemenkok
esra

62




RIWAYAT PENGHARGAAN/TANDA JASA

No Penghargaan//Tanda Jasa Tahun Asal Perolehan
1 Satya Lencana 20 Tahun 2015 Perpres
2 Satya Lencana 10 Tahun 2005 Perpres

Jakarta, 6 Oktober 2022

Drs. Ismawan Harijono, M.Si
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Undangan Rapat Internal Pembentukan Tim Efektif

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

REPUBLIK INDONESIA
ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT

Nomor ¢ B34/A1/DI/X/2022 Jokarta, 6 Oktober 2022
Sifat : Biasa
Lampiran
Hal : Undangon Rapat Pembahasan Proyek
Perubahan
Yth. Pegawal d lngk Asisten Deputi

Pergelolaan Batas Negara Wilayah Darat
di -
Tempat

Menindakianjutl hasil rancangan Proyek Perubahen dengen judul “Peningkatan
Pengamanan Dan Pemeliharaan Pilar Batas Wilayah Negara Darat Melalul Pemberdayaan
Masyarakat Terdepan Pertatosan Negara Sebagel Bagian Darl Sistem Pertahanan
Keamanan® oleh Asisten Deput! Pengeloloan Batas Negara Willayah Darat. Terkait dengan
hal tersebut dibutubkan rapat koordinas! ¢l Internal Asisten Deput! Pengelolaan Batas
Negara Willayeh Darat delom rangka pembentukan tim efektif dan tim pelaksana yang

akan dilaksanakan pada:

Harl : Kamis

Tanggal : 06 Dktober 2022

Pubkul : 1000 wWiB

Tempat : Ruang Rapat ¢l Asisten Deputl Pengeloloan Batas Negara Wilayah Darat
Agenda : Rapat Pembentukan Tim Efeidit dan Tim Pelaksana Proyek Perubahan

Demikian disampaikan, atos kerjssama dan kehadirannys divcapkan terima hasih.

ASISTEN DEPUTI
PENGELOLAAN BATAS BEGARA WILAYAH DARAT,

—1)

— e

7
Drs. ISMAWAN HARUONO, MLSL
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Lampiran 2. Daftar Hadir Rapat

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

REPUBLIK INDONESIA
ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT

DAFTAR HADIR
Kegiaten : Pembahasan Proyek Perubahan
Tangga! : 06 Oktober 2022
Jam : 10.00 WIB - Selesal
Tempat : Ruang Rapat Asisten Deputl Pengelolaan Batas Negaro Wilayah Darat
NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN
s Tomuoon W | 1S b TAse :%?a
2 mc PUNN
gopetin £ 2ol
3 \r,t_&_l LR f*w —
! ;
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Lampiran 3.

Dokumentasi Rapat
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Lampiran 4. Notulensi Rapat

fi

: Drs. Ismawan Harijono, M.Si.

: 196902031989021001

. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
. Asisten Deputi Pengelola Perbatasan
. Diskusi Penyusunan Proyek Perubahan

Tanggal : Selasa 04 Oktober 2022

]

1

2

®© @ N oo

Penyusunan Masalah dan Penyebab Masalah pada Rancangan Proyek

Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk Il Angkatan XXVl

Penyusunan masalah berdasarkan aturan UU no 3 tahun 2002 tentang

Pertahanan Negara bahwa pada Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat

Semesta yaitu fungsi rakyat adalah sebagai kekuatan pendukung. Sementara,

TNI-Poir berfungsi sebagai kekuatan utama.

Menyusun deskripsi berdasarkan rancangan Proyek Perubahan dengan

berlandaskan pefibatan peran masyarakat dalam pengamanan dan

pemeliharaan pilar batas wilayah negara.

Perumusan permasalahan terkait pengeiolaan batas wilayah negara yaitu

a. Belum selesainya penetapan dan penegasan batas wilayah negara dengan
negara tetangga

b. Belum maksimainya pengawasan dan pemeliharaan pilar batas negara

c. Minimnya keterlibatan masyarakat desa terdepan perbatasan negara dalam
pengamanan dan pemeliharaan pilar batas

Refleksi tentang kondisi eksisting dan kondisi ideal

Mengelaborasikan tujuan dan manfaat proyek perubahan untuk jangka pendek

(60 hari), jangka menengah (6 bulan), dan jangka panjang (1 tahun)

Penyusunan tahapan perubahan Proyek Perubahan untuk jangka pendek (60

hari), jangka menengah (6 bulan), dan jangka panjang (1 tahun)

Menyesuaikan isi proposal dengan kerangka yang telah diarahkan oleh coach

dan masukan darn mentor

Menyusun paparan sesuai dengan Rancangan Proyek Perubahan yang telah
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Lampiran 5. SK Tim Efektif

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

REPUBLIX INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELDLA PERBATASAN

NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
TERDEPAN PERBATASAN NEGARA DALAM DALAM MENJAGA
PERTAHANAN KEAMANAN MELALUI PENJAGAAN PILAR BATAS NEGARA

TAHUN 2022

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan pelaksanaan

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tinglat [1 sesuai
Sumat Sekretaris Jenderal Noenor 0947/494] /80
tentang Surat Perintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagammana
dimaksud dalam hurufl a, perlu menetapkan
Keputusan Kepals Badan Nasional Pengelola
Perbatasan tentang Tim Efektif Pemberdayaan
Masyarnkat Desa Terdepan Perbatasan Negam
Dalam Menjoga Pertahanan Keamanan Melalu
Penjagaan Pilar Batas Negara Tahun 2022:

. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang

Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tohun 2008 Nomor 177, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
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Lampiran 6. Undangan Rapat Pembahasan Rencana Aksi Proyek Perubahan

BADAN NASIONAL PENGELOLA

PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA
ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAM
DARAT
Nomaor - S3I3AVDIX2022 Jokarta, 5 Oktober 2022
Sifat . Beasa
Lamgperan @ -
Hal : Undangan Rapet Pembohasan
Rencana Ak Proyek Perubahan

Yth. Pegows & Inghungon Asisten Deput
Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat
& -

Tempat

Menindaldangsti hasil rancangan  Proyek Perubohan  dengan  judul
“Persnghatan Pengamaran Dan Pemelibaraan Pl Batas Wilayah Negara Darat
Melalis Pemberdaynan Masyarakat Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Bagian
Dan Sistern Pertahanan Keamanan™ oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negars
Willayah Darat. Terkart dengan hal tersebut dibutublan rapat koordinas: di internal
Asisten Deputi Pengeicloan Batas Negaa Wilyah Darat dalom rangha
pembentukan tim efekts! dan bm pelalaana yang akan diaksanakan pada

Har : Jum'st

Tangzal : 07 Oktober 2022

Pubasl : 10.00WIB

Tempat : Ruang Rapot & Assten Deputi Pengelolsan Batas Negara
Wilaysh Darat

Agends : Rapat Pembentukan Tim efcktid dan Tin Peloksana Proyek
Perubahan

Demikian desarrpaikan, astas kerasama dan kehadirannys diucapkan termma
kasdh

ASISTEN DEPUTI
PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT.
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Lampiran 7. Dokumentasi Rapat Tim Efektif
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Lampiran 8. Rencana Aksi Pelaksanaan Proyek Perubahan

» Il IMPLEMENTASI MILESTONE JANGKA PENDEK

Pembentukan tim efektif Penyusunan Modul kegiatan Pemberdayaan
]

tagat Koordimas Internal Asisten Depoli || Rapat koordinasi penyusanan modul
1
4 Oktober ¥ Pengelolaan Batas Negam Wiliyah " dengan mitea K/L ? 27 Oktober
Darat &
|11 Rapat koordinasi penyusunan modul % 1N
! , ovember
5 Oktober Pembuatan SK tim efektit I Cengin PP KRt v
l "

7 Oktober L3 Pembabasan Rencana Aksi Pelaksanaan 1

v Proyek Perubahan bersama tim Efektit

Lamp. : 5K Tim Efektif

Membangun Networking dan kerjasama : . T -
- . tapat internal b

dengan m{tra. K/L dan' Pemerintah Daerah ) bk pes % ) 7 November

Provinsi, Pemerintah Kab/Kota

9-12 Novembe
23-25 Novembe

Lamp. : Naskah Dinas

IV. MILESTONE JANGKA MENENGAH
DAN JANGKA PANJANG

To¥ untuk Pejabat Pembentukan LK Desa
Daersh (Februari) Pelatihan di Daerah (Maret) Mentas (Maret)

Pembinaan LK Desa Evaluasi Program (Agustus)
Mentas (April)
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Lampiran 9. Undangan Rapat Koordinasi dengan mitra K/L

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

REPUBLIK INDONESIA
ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT
Jalan Kebon Sirth Nomor 31 Jakarta Pusat-10340 Telp: 021-3142242Website: www.bnpp.go.id

Nomor : S556/AI/DI/X/2022 Jakarta, 17 Oktober 2022
Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu} berkas

Hal : Undangan Rapat

Yth. Para Pejabal dalam Dafltar Terlampir
di-
Tempat

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka Peningkatan Pertahanan Wilayah
Negara dalam Pengelolaan Balas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP),
Badan Nasional Pengelola Perbatasan ¢.q Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara
akan melaksanakan Rapat Koordinasi Rencana Pelaksanaan Keglatan Pemberdayaan
Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam Menjaga Pertahanan Keamanan
Melaiul Penjagaan Pilar Batas Negara.

Berkaitan dengan hal tersebut. mengharap kehadiran Bapak/lbu/Saudara pada rapat
yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 24 Oklober 2022
Waktu ; 09.30 WIB 5.d Selesai
Tempat : AONE Hotel

JI. Wahid Hasyim, No. 80, RT.15/RW.3, Kebon Sirih, Kecamatan Mentang
Jakarta Pusat

Agenda : Rapat Koordinasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan
Masyvarakat Desa Terdepan Sebagal Bagian Darl Sistem Pertahanan
Keamanan.

Pelaksanaan rapat dimaksud tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah
penyebaran Covid-19. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Novi Nur Aini HP.
082158805865 atau email: asdepbatasdaral@gmail.com, atau Fax (021) 021-3140461.

Demikian untuk menjadi maklum, Atas kenasama dan kehadirannya diucapkan terima

kasih.
ASISTEN DEPUTI
PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT,
i
Fegsds
Drs. ISMAWAN HARUONO, M.Si
Tembusan Yth.:

1 Bapak Sekretaris BNPP, sebagai laporan.
2. Bapak Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP.
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LAMPIRAN SURAT ASDEP PENGELOLAAN
BATAS NEGARA WILAYAH DARAT, BNPP
NOMOR :556/Al/DI/X/2022
TANGGAL : 17 Oktober 2022

DAFTAR PESERTA
RAPAT KOORDINASI RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA TERDEPAN PERBATASAN NEGARA SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM PERTAHANAN

KEAMANAN
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP;
Asops Panglima TNI;
Asrenum Panglima TNE;

Kepala Badan Sarana Pertahanan, Kemhan;

Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, BNPP;

Asdep Pengelolaan Lintas Batas Negara, BNPP

Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Antar Negara, Ditjen BAK, Kemendagri;

Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Direktorat Jenderal Bina

Pemenrintahan Desa, Kemendagri;

. Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Kemlu;

10.Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian
PPN/Bappenas;

. Direktur Wilayah Pertahanan, Strahan, Kemhan:

. Direktur Pengendalian Program dan Anggaran, Ditjen Renhan, Kemhan;

. Direktur Topografi, TNI AD;

. Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah, BIG;

. Kepala Kelompok Sahll Pangdam XII/Tpr;

. Paban VI Surta/Sops Mabes TNI;

. Paban | Srenum TNI;

. Paban | Asrena AD;

. Paban lll Aslog AD;

. Asops Kasdam, X Tpr;

Kaurtatematik Silahdata Topdam Xil/Tpr;

. Perencana Ahli Madya pada Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, BNPP;

. Perencana Ahli Muda pada Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, BNPP;

. JFU dan Staf di lingkungan Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, BNPP,

Piomrwpp
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Lampiran 10. Daftar Hadir Rapat Koordinasi dengan Mitra K/L

DAFTAR HADIR

RAPAT KOORDINASI RENCANA PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TERDEPAN
SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN

JAXKARTA, 24 OXTOBER 2022
NO NAMA JABATAN INSTANST TANDA TANGAN
1RO \Sraeanes Waiigaan s Mer e +
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Lampiran 11. Dokumentasi Rapat Koordinasi dengan Mitra K/L

_
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Lampiran 12. Notulensi Rapat Koordinasi dengan mitra K/L

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

REPUBLIK INDONESIA

ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT
Jalan Kebon Sirlh Nomor 31, Jakarta Pusat 10340
Telepon (021) 3142142, Fax. (021) 31924491, Website: hitp //www.bnpp go.id

NOTULENSI
Judul : Rapat Koordinasl Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan
Kegiatan Masyarakat Desa Terdepan Sebagai Bagian Dari Sistem Pertahanan
Keamanan.
Tanggal : 24 Oktober 2022
Tempat : Hotel AONE, Jakarta

1. Rapat dibuka oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara

2. Maksud dilaksanakannya rapat adalah:
a. Melakukan koordinasi awal dengan Stakeholder lingkup pertahanan wilayah negara;
b. Mengetahul respons atas rencana kegiatan PMD.

3. Tujuan dilaksanakannya rapat adalah:
a. Memberikan informasi atas rencana pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan
Masyarakal Desa Terdepan sebagal bagian dan Sishankam;
b, Menyelaraskan prespektif atas konsep kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Terdepan sebagai Bagian ;
c. Mendapatkan masukan atas rencana pelaksanaan Kkegiatan Pemberdayaan
Masyarakat Desa Terdepan sebagai bagian Dari Sishankam.

4. Peserta rapat meliputi perwakilan Kementerian/Lembaga yaitu:

Asops Panglima TNI (letkol riyandi dan mayor asep);

Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara, BNPP;

Direktur Pengedalian Program dan Anggaran, Ditjen Strahan, Kemhan:

Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Antar Negara, Ditjen BAK, Kemendagri;
Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Direktorat Jenderal
Bina Pemenrintahan Desa, Kemendagri;

Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah,
Kementerian PPN/Bappenas;

g. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan
Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;

Direktur C Bais TNI;

Direktur Intelijen Geospasial, Deputi-V BIN;

Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah, BIG;

Paban | Srenum TNI;

Paban | Asrena AD;

Paban VI Ops DN Sopsad:

. Paban lli Aslog AD;

0. Pamen Ahli Bid OMP Pangdam XII/Tpr

p. Perencana Ahli Madya pada Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, BNPP;

sap oW

™
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q. Perencana Ahli Muda pada Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, BNPP;
r. JFU/Analis dan Staf di lingkungan Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat,
BNPP.

5. Diskusi Rapat

a. Letkol Riyandl (waklil Asops Panglima TNI) ;

* Saat ini Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (SATGAS PAMTAS) tetap
melakukan kegiatan tugas pengecekan patok/pilar batas negara, tetapi masih
ditemukan patok/pilar dalam keadaan rusak atau hilang;

* Jumlah personel Satgas Pamtas yang digelar pada pos-pos di wilayah perbatasan
masih sedikit, hal ini memengaruhi pemantauan aktivitas yang dapat
menyebabkan hilang/rusaknya patok/pilar batas negara,

« Selama ini masih lemahnya kesadaran masyarakat atas pentingnya pilar/patok
batas sebagai titik batas wilayah antar negara dalam menjaga kadulatan wilayah
NKRI;

b. Pak Rizal Kasubdit Batas Antar Negara KEMENDAGRI (Wakil Direktorat Kawasan
Perkotaa dan Batas Antar Negara):
e Perlu dibuat terlebih dahulu konsep pemberdayaan masyarakat untuk menjaga
dan memelihara pilar/patok batas negara;
¢ Perlu melihat kesiapan pemerintah daerah untuk pelaksanaan program sehingga
program yang akan dilaksanakan dapat terkoordinasi dengan baik.

c. Letkol Amin, Ctp

« Patok/pilar batas negara merupakan tittkk dalam pemetaan wilayah negara,
dalam hal patok/pilar batas negara dalam keadaan hilang dapat menyebabkan
kesusahan pada Tim Teknis penyelesaian batas antar Indonesia-Malasya, Ri-PNG
dan RI-RDTL.

e Sudah seharusnya masyarakat dilibatkan secara aktif di wilayah terdekat
perbatasan untuk ikut menjaga dan memelihara tanda batas negara,
Sebagaimana yang telah dikatakan sebelumnya bahwa personel yang ditugaskan
di perbatasan sangat sedikit jika dibandingkan dengan panjang batas antar
negara dengan negara tetangga.

6. Hasil Rapat
a. Perlu disesuaikan konsep pelaksanaan keglatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Terdepan sebagai Bagian dari Sishankam

b. BNPP Perlu mengkoordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Daerah terkait
sebelum pelaksanaan kegiatan;

c. BNPP perlu melihat wilayah yang memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdapan sebagai bagia dari Sishankam; dan

d. Kegiatan yang melibatkan masyarakat perlu diikutsertakan pemerintah desa

dan/atau tokoh-tokoh wilayah sebagal contoh untuk seterusnya disampaikan
kepada masyarakat yg tidak dapat terakomodir.

77



Lampiran 13. Undangan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten

Sambas

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

REPUBLIK INDONESIA
ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT

Jalan Kebon Sirih Nomor 31 Jakarta Pusat-10340 Telp: 021-3142242Website: www.bnpp.go.id

Nomor : 581/Al/DI/X/2022 Jakarta, 28 Oktober 2022
Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Undangan Rapat

Yth. Para Pejabat dalam Daftar Terlampir
di-
Tempat

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka Peningkatan Pertahanan Wilayah
Negara dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP),
Badan Nasional Pengelola Perbatasan c.q Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara
akan melaksanakan Rapat Koordinasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam Menjaga Pertahanan Keamanan
Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, mengharap kehadiran Bapak/lbu/Saudara pada rapat
yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 2 November 2022

Waktu : 09.30 WIB s.d Selesai

Tempat : Aula Kantor Bupati Kabupaten Sambas
JI. Pembangunan, Dalam Kaum, Kec. Sambas, Prov. Kalimantan Barat

Agenda : Rapat HKoordinasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat Desa Terdepan Sebagai Bagian Dari Sistem Pertahanan
Keamanan.

Pelaksanaan rapat dimaksud tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah
penyebaran Covid-19. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Novi Nur Aini HP.
082158805865 atau email: asdepbatasdarat@gmail.com, atau Fax (021) 021-3140461.

Demikian untuk menjadi maklum. Atas kerjasama dan kehadirannya diucapkan terima
kasih.

ASISTEN DEPUTI
PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT,

Tembusan Yth.:
1. Bapak Sekretaris BNPP, sebagai laporan.
2. Bapak Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP.
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LAMPIRAN SURAT ASDEP PENGELOLAAN
BATAS NEGARA WILAYAH DARAT, ENPP
NOMOR  : 581/Al/DI/X/2022
TANGGAL :28 Oktober 2022

DAFTAR PESERTA

RAPAT KOORDINASI RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA TERDEPAN PERBATASAN NEGARA SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM PERTAHANAN

O EONPR

KEAMANAN

Bupatl Kabupaten Sambas;

Sekrotaris Daerah Kab, Sambas:

Kepala Dinas Sosia Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;

Camat Sajingan Besar, Sambas;

Camot Paloh. Sambas:

JFU dan Staf di lingkungan Asdep Pengelolaan Batas Negara \Wilayah Darat, BNPP,
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Lampiran 14. Daftar Hadir Rapat Koordinasi dengan Pemerintah kabupaten Sambas

ABSENS| RAPAT KOORDINASI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TERDEPAN
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Lampiran 15. Dokumentasi Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sambas

ML
(A TR

v
T

81



Lampiran 16. Notulensi Rapat Koordinasi dengan Kabupaten Sambas

NOTULENSI

EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PMD

PROVINS] KALIMANTAN BARAT, 1 NOVEMBER 2022

1

3

DAERAH :

a. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat

b, Kabid koordinasi perencanaan dan monitoring

c. KasiMonev

d, Staf

Penyampaian Maksud dan Tujuan

a. Dalam rangka menindaklanjuti hasil pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa
terdepan perbatasan negara sebagai bagian sistem hankam di Kabupaten Sambas, Provinsi
Kalimantan Barat tahun 2022.

b. Penyampaian Modul sebagal pedoman dalam pelaksanaan PMD-TPNSBSH

Pemaparan Asdep

a. Pentingnya peran serta masyarakat perbatasan untuk kut serta dalam pengamanan
perbatasan khususnya patok/pilar batas negara vana merupakan tanda batas kedaulatan
negara.

b. Saatinl pengamanan perbatasan dilakukan oleh TN, yang mana dari data yang dihimpun
rasio satgas pamtas dengan panjang batas masih kurang yang mana untuk Kalimantan 1:2,2
yaitu 1 orang satgas menjaga 2,2 km panjang hatas . mellhat hal ini efektivitas penjagaan
penpamanan perbatasan kurang optimal, Untuk itulah, peran serta masyarakat sangat
diperiukan.

c. Kedepannya untuk jangka menengah dan jangka panjang darl PMD-TPNSBSH Inl adalah
pembentukan masyarakat/desa MENTAS {Menjaga Perhatasany,

d. Anal=a stakeholder: latents, promaters, apatetics, defenders

e, RKTTL dan hasilnya akan dilakukan rapat keordinasi dengan Kementerian/Lembaga entuk
menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan di lapangan dan juga sebagai bahan untuk
pemeliharaan patok/pilar batas negara melalui kegiatan 1AM |Investigation, Refixation and
Maintenance)

f.  Untuk keberlanjutan program, pemerintah pusat dalam hal Ini 8NPP dan Kementerizn
Datam Negesi akan berkcordinasi dan berkolaborasi untuk pelaksanaan kegiatan,

Masukan dari Kepala BFPD

a. Program PMD-TPNSBSH sangat kamprehensif

b, ¥ecamatan yang ada di Kalimantan Barat ada 14
2 sambas
6 kapuas Huu
2 entikong
2 sintang

¢, Kecamatan Empanang setelah dipecah menjadi 2 ada 1 desa yang berbatasan dengan
malaysia tapi masuk Puring Kencana

d, Kecamatan hulu Kapuas tidak masuk dalam perbatasan,

e, Harus ada data patok beserta kondisinya.

f. Usulan : untuk evidence kondisikan bentuk mentas di salah satu kabupaten, peserta yang
telah mengikuti kukuhkan melalui Surat Keputusan.

g Dalam uu 43/2008 tentang wilayzh negara jelas tercantum pembagian kewenangan tugas
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, namun belum ada upaya yg cukup Intensif
untuk menggerakan masyarakat di perbatasan, Harapannya semoga setelah selelsai benar2
dilakukan.

h, Tkutkan kompetisi sinovatik
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5

i, Kedepan, dikompetisikan desa mana yvang bagus akan diberikan tambahan anggaran,

J. Walaupun di desa sudah ada dana desa (Pusat| dan alokasi dana desa { Kabupaten),

sehingga sebenarnya desa punya dana yg lebih besar dari kecamata tapi pengalokasiannya
sangat ketat, untuk halini {pengslolaan perbatasan| tidzk bisa karena hal ini adalah urusan
pemerinta pusat. Masukannya dalam perka mengatur untuk hal tersebut khususnya desa
perhatasan untuk pengelolaan tanda batas. Dengan adanya keuangan dacrah akan lebih
maksimal tanpa menunggu anggaran dan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten.

Masukan dari Kabid BPPD

a. Intervensi keuvangan desa terhadap pengamanan perbatasan melslui dana desa dan APBD
untuk keberlanjutan kegiatan.

KABUPATEN SAMBAS, 2 NOVEMBER 2022

1

2,

Daerah :

a. Asisten 1 kabupaten Sambas

b. Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Sambas

¢, Pejabat dan staf pada bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Sambas

Penyampaian maksud dan Tujuan oleh Asdep Pengeiolaan Batas Negara Wilayah Darat

a. Evaluasi terhadap kegiatan PMD yana telah dilaksanakan pada bulan Juni 2022 di Kabupaten
Sambas

Pemaparan Asisten deputl tasrat

a. Mekanismen pelaporan dari masyarakat sampai ke tirgkat pusat

b, Pemaparan terkait modul metode , modul fasilitator, modul penyelenggaraan, modul
himpunan maters,

¢, Pergeseran minimnya infrastruktur ke ekonomi

Masukan darl Asisten 1 Kab Sambas

a. Plbn aruk diresmikan jokowi tahun 2017, ifrastrukturnya sudah bagus

b, Harapannya bagaimana bnpp semakin intens memberikan kegiatan khususnya kepada
masyarakat di perbatasan sehinggs meningkatkan mindset untuk dapal berperan serta
menjaga perbatsan

¢, Inpres 1tahun 2021 ttg percepatan ekenomi khususnya di plon aruk luar biasa mengikut: 9
kecamatan sangal berdampak pada aktivitas dinamika dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat

d, Semoga proper ini dapal berguna dan bermanfaat

e, Akan berdmpak pada bbrp kegiatan di masyarakat dan pembangunan

83



Lampiran 17. Undangan Rapat Penyusunan Modul dengan Mitra K/L

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

REPUBLIK INDONESIA
ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT

' Jalan Kehon Sih Nomor 31 Jakana Pusat-10340 Telp: 021-3142242Websita:; www.bnpp.go.id

Nomor  : B71/A1/DIFX/2022 Jakarta, 24 Oktober 2022
Sifat : Secgera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Rapat
Yth, Para Pejabat dalam Daftar Terlampir
di-
Tempat

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka Peningkatan Pertahanan Wilayah
Negara dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP),
Badan Nasional Pengelola Perbatasan c.g Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah
Darat akan melaksanakan Rapat Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Terdepan Perbatasan Negara dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar
Batas Negara.

Berkaitan dengan hal tersebut. mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada rapat
yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal ¢ Kamis, 27 Oktober 2022
Waktu : 09.30 WIB s.d Selesai
Tempat ¢ Orchard Industri Hotel
JI. Industri Raya No. 8, Gunung Sahari 10720 Jakarta
Agenda : Penyusunan Modul Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan

Perbatasan Negara dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalul
Penjagaan Pilar Batas Negara,

Pelaksanaan rapat dimaksud tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah
penyebaran Covid-19. Untuk informasi leblh lanjut, dapat menghubungl Sdr. Novl Nur Alni HP.
082158805865 atau email: asdepbatasdarat@gmail.com, atau Fax (021) 021-3140461.

Demikian untuk menjadi maklum. Atas kerjasama dan kehadirannya diucapkan terima
kasih.

ASISTEN DEPUTI
PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT,
Stk o ]

A% 0 o5
o Lo Rpgt
Drs. ISMAWAN HARUONO, M.Si
Tembusan Yth.:

1. Bapak Sckretaris BNPP, sebagai laporan.
2. Bapak Deput! Bldang Pengelolaan Batas Wilavah Negara, BNPP.
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LAMPIRAN SURAT ASDEP PENGELOLAAN
BATAS NEGARA WILAYAH DARAT. BNPP
NOMOR  :S571/Al/DI/X/2022
TANGGAL : 24 Oktober 2022

DAFTAR PESERTA
RAPAT KOORDINAS| KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TERDEPAN
PERBATASAN NEGARA DALAM MENJAGA PERTAHANAN KEAMANAN
MELALUI PENJAGAAN PILAR BATAS NEGARA

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP;

Asops Panglima TNI;

Asrenum Panglima TNI;

Kepala Badan Sarana Pertahanan, Kemhan;

Asdep Pengelolaan Batas Negara Wllayah Laut dan Udara, BNPP;

Asdep Pengelolaan Lintas Batas Negara, BNPP

Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Antar Negara, Ditjen BAK, Kemendagni;
Dircklur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Kemlu;

Direktur Wilayah Pertahanan, Strahan, Kemhan:

Direktur Pengendalian Program dan Anggaran, Ditjen Renhan. Kemhan,

11 Direktur Topografi, TNI AD:

i2.
13.
14,
15.
16.
17,
18.
19,
20.
21,
22,

Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah, BIG;

Kepala Kelompok Sahli Pangdam XII/Tpr;

Paban VI Surta/Sops Mabes TNI;

Paban | Srenum TNI;

Paban | Asrena AD;

Paban lll Aslog AD;

Asops Kasdam, XIl Tpr:

Kaurtatematik Silahdata Topdam XII-Tpr,

Perencana Ahli Madya pada Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat. BNPP;
Perencana Ahli Muda pada Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, BNPP;
JFU dan Staf di lingkungan Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat. BNPP.

85



Lampiran 18. Daftar Hadir Rapat Penyusunan Modul dengan Mitra K/L

DAFTAR HADIR PESERTA

RAPAT KOOR DINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TERDEPAN PERBATASAN NEGARA DALAM NMENJAGA
PERTAHANAN KEAMANAN MELALUI PENJAGAAN I'ILAR BATAS NEGARA
OHCHARDZ INDUSTRI HOIEL, 2/ OK10BER 2022
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Lampiran 19. Dokumentasi Penyusunan Modul dengan mitra K/L
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Lampiran 20. Notulensi Rapat Penyusunan Modul dengan Mitra K/L

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA
ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT
Jalan Kebon Sirih Nomor 31, Jakarta Pusat 10340
Telepon (021) 3142142, Fax. (021) 31924491, Website: hitp://www.bnpp.go.id

NOTULENSI RAPAT

Judul Kegiatan : Rapat Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan
Perbatasan Negara dalam Menjaga Pertahanan HKeamanan Melalul
Penjagaan Pilar Batas Negara.

Tanggal : 27 Oktober 2022
Tempat : Orchardz Industri Hotel, Jakarta
Waktu :09.30 WIB

Poin-Poin Hasil Kegiatan:

1. Rapat dipimpin langsung aleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat
BNPP dengan peserta rapat yang dihadirl oleh perwakilan Kementerlan/Lembaga, sebagal
berikut:

a. Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, BNPP;

b. Paban | Srena AD;

¢. Pabandya 3 Spaban 1 Srenum TNI;

d. Padya | Siaops Opsdagri TNI:

e, Spaban VI/Sops TNI;

f. Paban C4 Bais TNI;

g Analis Kebijakan Madya Dalprogar, Ditjen Renhan Kemhan;

h. Analis Kebijakan Ditwilhan, Ditjen Strahan, Kemhan;

i. Analis Surveyor, PPBW, Badan Informasi Geospasial,

j. Staf pada Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Ditjen HPI. Kementerian Luar
Negeri;

K. Kabag Duknistop Subdit Binduktop Dittopad:

I, Kodam XlI/Tanjungpura.

2. Agenda Rapat:
Penyusunan Modul Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan
Negara dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara.

3. Maksud dan Tujuan Rapat:

a. Penyampaian Modul sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui
Penjagaan Pilar Batas Negara.

b. Mengkoordinasikan penyusunan Modul kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Terdepan Perbatasan Negara dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalul Penjagaan
Pilar Batas Negara dengan Mitra Kementerian/Lembaga terkait.

4. Pembahasan:

a. Asisten Deputl Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat:

1) Peningkatan Pertahanan Wilayah Negara merupakan salah satu arahan sasaran strategis
dalam pengelolaan batas negara wilayah darat. Diperlukan usaha dan dukungan dari
semua komponen dalam menjaga perbatasan negara. Peran serta masyarakat perbatasan
untuk Ikut serta dalam pengamanan perbatasan khususnya patok/ pliar batas negara yang

1'{‘.’4"7“Ii“‘-‘ RAPAT ASDIP BATAS DARAT IMNPP
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2)

3)

4)

1)

2)

1)

2)

3)

4)

2)

3)

2|

merupakan tanda batas kedaulatan negara bisa dijadikan kekuatan penting dalam upaya
peningkatan pertahanan wilayah negara,

Saat ini pengamanan perbatasan dilakukan oleh TNI, yang mana dari data yang dihimpun
rasio satgas pamtas dengan panjang batas masih kurang yang mana untuk Kalimantan
1:2.2 yaitu 1 orang satgas menjaga 2,2 km panjang batas . melihat hal ini efektivitas
penjagaan pengamanan perbatasan kurang optimal. Untuk itulah, peran serta masyarakat
sangat diperlukan.,

Kedepannya untuk jangka menengah dan jangka panjang dari Pemberdayaan Masyarakat
Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalul
Penjagaan Pilar Batas Negara ini adalah pembentukan masyarakat/desa NENTAS
(Menjaga Perbatasan).

Diperlukan penyusunan modul Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan
Negara dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalul Penjagaan Pllar Batas Negara
sebagai media informasi dan pembelajaran bagi masyrakat desa terdepan,

Perwakilan Kementerian Pertahanan:

Menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian
hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat kebijakan tentang
desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran dan fungsi Pemerintah desa dalam
penguatan pertahanan dan keamanan perbatasan negara ditujukan bagl kesejahteraan
masyarakat.

Perwakilan Mabes TNI

Malaysla berbatasan dengan :

- 3 Provinsi;

- 8 Kabupaten;

- 32 Kecamatan

- 96 Desa

Dengan Panjang Perbatasan : 2062 km

Sehingga membutuhkan Pengawalan dan Pengamanan yang komprehensif,

Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu
negara yang didasarkan atas hukum internasional.

Untuk menciptakan ketentraman, ketertiban dan Keamanan di lingkungan, pemerintah
desa di perbatasan negara harus bersinergi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas melalui
koordinasi kepala desa sekitar bersama-sama dalam menjalankan tugas dan tanggung
Jawabnya dalam menjaga stabllitas keamanan dl batas wilayah negara.

Tugas masyarakat adalah Masyarakat hanya mengamati dan mencatat pilar yang pindah,
rusak atau miring atau hampir terbenam. Perlu diperhatikan bahwa masyarakat tidak
diperbolehkan untuk memindahkan atau memperbaiki pilar batas negara.

5. Saran

Memasukkan di modul tentang program — program yang dapat dilakukan pemerintah Desa
dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa terdepan,

Membuat kegiatan kunjungan lapangan bagi masyarakat untuk mengetahui secara
langsung terkait kondisi pilar batas negara,

Memasukkan di modul informasi tentang pengamanan dan pemeliharaan pilar/tugu batas
negara, Pelaksana: Pamtas TNI

IRM (Identification, Refixation and Maintenance) : Bilateral (kedua belah Negara Indonesia
dan Malaysia)

Pra IRM : Unllateral (hanya Indonesla)

OTUILTNS!I RAPAT ASDTIP BATAS DARAT INPP
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6. Kesimpulan

Dalam melaksanakan tugasnya, BENPP tidak dapat bekerja sendiri, BNPP yang
beranggotakan 27 Kementerian/Lembaga serta Gubernur dl Batas Wilayah Negara juga
memerlukan peran dar masyarakat setempat untuk membantu menjaga kedaulatan
negara karena bagaimanapun juga yang berada di garda terdepan negara adalah para
masyarakat tersebut. Untuk Itu, masyarakat perlu mengetahul akan kebljakan pengelolaan
batas wilayah negara, peraturan hukum yang bersinggungan langsung dengan kawasan
perbatasan negara, arahan Mendagri selaku Kepala BNPP tentang Pengelolaan Kawasan
Perbatasan Negara, serta tahapan penentuan garis batas negara

I|NOTUITNS!I RAPAT ASDITP BATAS DARA TNPP
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Lampiran 21. Undangan Rappat Penyusunan Modul dengan Pemerintah

Provinsi Kalimantan Barat

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

REPUBLIK INDONESIA
ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT

Jalan Kehon Sih Nomor 31 Jakana Pusat-10340 Telp: 021-3142242Websita; www.bnpp.go.id

Nomor  : BB2/AI/DI/X/2022 Jakarta, 28 Oktober 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Undangan Rapat
Yth, Para Pejabat dalam Daftar Terlampir
di-
Tempat

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka Peningkatan Pertahanan Wilayah
Negara dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP),
Badan Nasional Pengelola Perbatasan c.g Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah
Darat akan melaksanakan Rapat Koordinasi Keglatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Terdepan Perbatasan Negara dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar
Batas Negara.

Berkaitan dengan hal tersebut. mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada rapat
yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 1 November 2022
Waktu 1 09.30 WIB s.d Selesai
Tempat . Kantor BPPD Provinsi Kalimantan Barat
JI. Ahmad Yani No. 1, Pontianak
Agenda : Penyusunan Modul Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan

Perbatasan Negara dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalul
Penjagaan Pilar Batas Negara,

Pelaksanaan rapat dimaksud tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah
penyebaran Covid-19. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubung! Sdr. Novl Nur Alni HP.
082158805865 atau email: asdepbatasdarat&gmar,.com, atau Fax (021) 021-3140461.

Demikian untuk menjadi maklum. Atas kerjasama dan kehadirannya diucapkan terima
kasih.

ASISTEN DEPUTI
PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT,

'y

Tembusan Yth.:
1. Bapak Sckretaris BNPP, sebagai laporan,
2. Bapak Deput! Bldang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP.
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Lampiran 22. Daftar Hadir Rapat Penyusunan Modul Kegiatan dengan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN MODUL KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA
TERDEPAN PERBATASAN NEGARA DALAM MENJAGA PERTAHANAN KEAMANAN
MELALUI PENJAGAAN PILAR BATAS NEGARA

PONTIANAK, 1 NOVEMBER 2022
NO NAMA JABATAN ™
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Lampiran 23. Dokumentasi Rapat Koordinasi Penyusunan Modul dengan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
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Kalimantan Barat

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

REPUBLIK INDONESIA

ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT
Jalan Kebon Sink Numes 31, Sskarte Puset 10310
THeooN 221 3162742 Fax, (0211 31924421 Vezoahe hitorwmenbnad okl

NOTULENSI RAPAT

Judul Keglatan : Rapat Koordmas! Keglatan Pembercayaan Masyarakat Desa Terdepan
Perbalasan Negara dalam Menjaga Perlahanan Keamanan Mealui
Penagaan Fllar Batas Negara,

Tanggal :1 Nermbier 2022

Temgal : Kantor BPPD Previnsi Kalirmantan Baral
Waktu 10930 WiB

Pain-Poin Hasil Kegiatan:

1. Rapat dipimpin Qnisung olen Asisten Depuli Pengeloban Balas Negaa Wilayah

Darat BMPP dengan peserta rapat vang dihadirl olen:

& Kepala Badan Pengeloi Perbalasan Daerah Pravinsi Kalinantan Baral,;

b. Kepala Bidang Koordinas! Perencanaan dan Fasllitasl Kerjasama, BPPD Provins!
Kalimantan Barat;

C Kepsla Bidang Koordinesi Pelaksanasan, Monilosing Jdan Evaluasi Penpelala
Perbatazan, BPPD Provins Kallmantan Barst:

. Kepala Scksi Kaardinasi Perencansan, BPRPD Provins: Kalimantan Rarat;

e. Kepala Seksl Koordinasl Fasilitast Kerjasama. BPFD Provinsl Kabmantan Barat;

£ Krpaln Sreksi Koosdinas Polaksannan Pangrlinl: Prehatasan, BPPD Provinsi
Kalimanlan Baral;

£ Kepala Seksl Koordinas! Monitoring dan Evaluasl Pengelola Perbatasan, BPPD
Pravinsi Kalimantan Barat;

h. Perencana Ahli Muda pada Asistlen Depuli Pengelolaan Batas Negara Wilayah
Darat, BNPP;

i. Slal padz BPPD Pravinsi Kalirmanlan Baral.

2. Agenda Rapat:
Penyusunan  Modul  Kegialan  Pemberdayaan  Masvarakal Dess  Terdepan
Perzatasan Nezara dslam Menjsza Pertahanan Keamansn Melalul Penjagaan Pllar
RBatas Negora.

3 Maksud dan Tapinan Rapat:

4. Penyanmpsian Modul sebagai pedonman dalant pelshsaiman Pemberdayaan
Masysrakst Dess Terdepan Perbatasan Negara calam Menjaga Pertahanan
Keamanan Mreliki Peajagaan Pilar Batoas Negara,

b Mengkoordinaszikan penyusunan Modul kegialan Pemberdayasn Masysrakal
Desa Treedepan Perhatasan Negara dalim Menjaga Portahanon Kesimanan
Mekalui Penjagaan Pilar Balas Negara dengan Stakeholder s terkail.

4. Pembahasan:
a. Asislen Depuli Pengelolaan Batas Nega s Wilavah Daral

| ROTUIFRSI RARAT G575 RATAS TATAT, RNPD

Lampiran 24. Notulensi Rapat Penyusunan Modul dengan Pemerintah Provinsi
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1) Peatingnyn peran serta masyamkat perhatasan untuke kot serta dalim
penEamansn pertatassn khususnya patokipller betas negare vang merupaksn
tanda batas kedaulatannegsra.

2} Saat int pengamanan perbatasan dilakukan oleh TNI, yang mana dan data yang
dihimpan rasia satgas pamtas dengan panjang hatas masih karang yang mana
untuk Kalimantan 12.2 yailu 1 ocang selgas menjaga 2,2 km ganjang batas .
medihal bal ini eleklivilas penjaasn pengamanan perbalasan kurang oplimal
Untukitudah, ceran serta masyarakat sangat diperiukan.

3 Kedepamya untuk jangka menengah dan jangka panjang diri Pemberdayaan
Masyarakal Desas Terdepan Perbatasan Negara dalam Menjagn Pertahanan
Keamanan Melalui Perjagaan Pl Balas Negara ini adalah pembentekan
masyarakat!dess MENTAS IMenjaga Perbatasan).

4) Analiss stakasholder: latants, promaeters, apatetics. defenders

5) RKTTL  dan  hasiinga akan dilakukan rapat %oordinas:  oengsn
Kernen ler@an'Lembaga untuk menindaklanjuli permasatahan yang dilemukan di
lapangan dan juge sebagal bahan untuk pemelilaraszn patek/pilar batas negara
metalul keglatan IRM (Investigation. Refixation snd Malntenance)

5. Kepsla BPPD Provinsi Kalimantan Barat

Il Merdukeng  proyek  porubahan Pombecdaynan Masyarakat Dess Tordepan
Perbatasan Negara dsfam Menjsga Pertahansa Keamanan Malaly Penjagaan
Pllar Batas Negara karena sangat komprehensif dan memberikan dampsx vang
positif bagi masyarakat di perbatasan dan dalam menjsga batas nagara RI,

21 Kecamatan yang ada o Kalimantan Barat ada 14, Kecamatan Empanang sctelah
diperah menadi 2, ada 1 dese yang berbatasin dengan Malaysie tapi masus
Puting Kencara, Kecamalan hula Kapuiss Llidak massuk dislam gerbatasan.,

3) Harus ada data patok beser ta kondisinya.

4) Dalam w 43/2008 tentang wilayah negara jels tercantum pembagion
krwsenangan tugas antarm pemerirdah pusat dan pemeratah decrah, naman
belum sda upaya vy cukup ntensit antuk mengeerakan masyareksl di
perbatasan, Harapannya semoga setelah selesal benar-benar dilakukan. Tkutkan
kompetisi sinovatik.

51 Walaupun di desa sudah ads dana desa (Pusat) dan alokasl dana desa
(Kabupaten), sebenarnys desa panyas dona yg lebib besar dan kecamatan Lagse
pengalokasannya saogal ketal, untuk bal i jpergelalsan perbatasan) lidak bisa
karenanal il adalah urusan pemerintah pusat

6) Intarvens| kevangan desa terhadap pengamanan perbatasan melalul dans dess
dan APBD untuk keberlanjutan kegiatan.

5. Sarm

a. Dalam perka mengatur tentang alokasl anggasran antara dana desa pusat dan
kabupaten xhususnys desa perbatassn untuk pengelolaan tanda batas. Dengan
adanys keuangan daerah a%an lebih maksimal tanpa menungau anggeran dan
pemnerintah pusat dan semadntah kahugaten,

o Untuk eviden kondisikan hentuk mentas o salab satu kabupaten, peserta yang
telah mengiku ti Kukuhkan melaui Sural Keputusan,

¢, Kedepan, dikempetisikan desa mana yang bagus akan diberikan tambahan
anggaran.

2 | “OTL ENS RAPYT ASDEIF RATAS DORAT ENFP
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. Kesimpuian

Untuk kezedanjutan provek perubshan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan
Parbatasan Negara dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pitar
Batas Nrgara sangat konmprehensif don memboerkon dompak yang postif hagi
rmasyarakal di perbatasan dan dabim menjaga batas negars B pemenntah pusal
datam lal ini BNPP dan Kementerian Datam Negeri skan berkoordinasi dan
berkolaboras! untuk pelaksanaan kegfatan Diperiukan juga dukuigan dan
sinergitas  kerjasama dan pemnerintah daerab untuk mendukeng kesuksesan
predabesianmaan kegiatan ini.

3| “OT. ENS RAPYT ASDEF BATAS DORAT ENFP
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Lampiran 25. Modul Panduan Fasilitator
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Lampiran 26. Modul Himpunan Materi

98



Lampiran 27. Modul Petunjuk Pelaksanaan Bimtek
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Lampiran 28. Surat Undangan Rapat Internal Persiapan Pelaksanaan Pilot
Project

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA

ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT

Nomor ;. 590/A1/DI/XI/2022 Jakarta, 4 November 2022
Sifat ; Biasa

Lampiran

Hal : Undangan Rapat Persiapan Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat Desa
Terdepan Perbatasan Negara sebagai
Pllot Project

Yth. Pegawal dli lingkungan Asisten Deputi
Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat
di -

Tempat

Menindaklanjutl hasll rancangan Proyek Perubahan dengan Judul “Pemberdayaan
Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Dalam Menjaga Pertahanan Keamanan
Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara” oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara
Willayah Darat. Terkait dengan hal tersebut dibutuhkan rapat koordinasi di internal Asisten
Deputi Pengelolaan Batas Negara Willayah Darat dalam rangka persiapan Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagal Pilot Profect yang
akan dilaksanakan pada;

Hari : Senin

Tanggal + 7 November 2022

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat di Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat
Agenda : Rapat Persiapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan

Perbatasan Negara sebagai Pilot Project

Demikian disampaikan, atas kerjasama dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

ASISTEN DEPUTI
PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT,

DL,
=% “H“*—
Drs. ISMAWAN HARIJONO, M.Si.
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Lampiran 29. Daftar Hadir Pelaksanaa Rapat Internal

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA

ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT

DAFTAR HADIR
Keglatan : Rapat Persiapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Terdepan Perbatasan
Tanggal : 7 November 2022
Jam : 10.00 WIB
Tempal . Ruang Rapat di Asisten Deputl Pengelolaan Batas Negara Wilayah
Darat
No. Nama Jabatan Tanda Tangan
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Lampiran 30. Dokumentasi Rapat Internal Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

——
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Lampiran 31. Notulensi Rapat Internal Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

Nama

NIP

: Drs. Ismawan Harijono, M.Si.
: 196902031989021001

UnitKerja : Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Jabatan : Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat

Kegiatan : Diskusi Persiapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan

Perbatasan Negara sebagai Pilot Project

Tanggal : Senin, 7 November 2022

Notulensi :

1.

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara
sebagai Pilot Project akan dilaksanakan di Kabupaten Sambas, Provinsi

Kalimantan Barat pada tanggal 23-25 November 2022.

Pada tanggal 9-12 November 2022 Tim AJU akan melakukan koordinasi dengan
Dinas Tata Pemerintahan Kabupaten Sambas, Dinas Sosial dan PMD Kabupaten
Sambas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Provinsi Kalbar,

Membuat daftar kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai Pilot Project.

Membagi penanggung jawab untuk masing-masing tugas pada saat pelaksanaan
kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara
sebagai Pifot Project.

Menyusun surat undangan untuk peserta dan narasumber.

Memastikan kesediaan narasumber untuk hadir dalam kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat Desa Terdepan Perbalasan Negara sebagai Pilot Project.

Perencanaan konsep acara dan jadwal kegiatan di lapangan.
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Lampiran 32. Dokumentasi Tim Aju
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Lampiran 33. Notulensi Tim Aju

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

REPUBLIK INDONESIA
ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT

NOTULENSI
Tanggal : 9-12 November 2022
Tempat 1 Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
Agenda ; Laporan Koordinasl dengan Pemda Terkalt Keglatan UJl Coba Modul

A, Agenda Kegiatan
1. Penyampalan referensl materl dan koordinasl persiapan pelaksanaan Keglatan
Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai Pilot
Project dengan Pemda Provinsi Kalimantan Barat dan Pemda Kabupaten

Sambas:

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Bagian Tata
Pemerintahan Setda Kabupaten Sambas;

b. Sekretaris Dinas Sosial, PMD Kabupaten Sambas;

c. Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat,

2. Peninjauan serta pengecekan lokasi kegiatan pembelajaran dalam kelas: dan
3. Survey lokasl patok/pilar batas negara D200 yang berada di sisi PLBN Aruk yang
akan dijadikan pembelajaran dalam kegiatan tinjauan lapangan.
B. Maksud dan Tujuan Kegiatan
1. Maksud:

Mengkoordinasikan  persiapan  pelaksanaan  Kegiatan  Pemberdayaan

Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagal Pllot Project dl

Kabupaten Sambas. Provinsi Kalimantan Barat.

2. Tujuan:

Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas,

dan pihak pendukung rencana kegiatan serta pengumpulan informasi dan data

pendukung yang diperlukan guna terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai Pilot Project.

C. Hasll darl Koordinasi:
1. Koordinasi dengan Dinas Tata Pemerintahan Kabupaten Sambas:

a. Pelaksanaan kegiatan direncanakan pada tanggal 23-25 November 2022 dl
Kabupaten Sambas. Dinas Tapem HKabupaten Sambas siap mendukung
kegiatan tersebut;

b. Penylapan peserta akan dikoordinasikan lebih lanjut di tingkat kecamatan dan
desa oleh bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Sambas setelah adanya surat
pemberitahuan kepada Bupati Sambas;

c. Peserta yang menjadi target kegiatan sebanyak 90 (sembilan puluh) orang
vang berasal dari 7 (tujuh) desa dalam 2 (dua) kecamatan yvaitu Kecamatan
Paloh dan Sajingan Besar. Adapun desa yang dimaksud lalah:

1) Desa Sebubus;

2) Desa Temajuk;

3) Desa Sungai Bening;
4) Desa Kaliau;

5) Desa Sebunga;

6) Desa Sentaban; dan
7) Desa Senatab.

2, Koordinasi dengan Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Sambas

a. Dinas Sosial dan PMD HKabupaten Sambas akan dilibatkan sebagai Tim

Penyuluh dengan pokok keglatan;
1) Mendukung untuk melanjutkan kegiatan PMD;
2) Pellbatan dalam kunjungan lapangan mulal darl perslapan. pelaksanaan,
dan refleksi hasil kunjungan lapangan;
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3) Untuk transportasi mobilisasi peserta dalam kunjungan lapangan ke
Pilar/Patok D200 di PLBN Aruk, tidak tersedia mobil Pemda yang kondusif,
sehingga dicarikan alternatif penyewaan dari Perusahaan yang ada di
Kabupaten Sambas.

b. DIlnas Soslal dan PMD Kabupaten Sambas pada prinsipnya mendukung
pelaksanaan kegiatan dan bersedia menjadi Tim Penyuluh untuk persiapan
materi terkait aspek hankam, Tim BNPP telah menyampaikan referensi terkait
aspek hankam;

3. Koordinasl dengan DIinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provins| Kalbar:
Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Sambas akan dilibatkan sebagai Tim Penyuluh
dengan pokok kegiatan:

a. Peran Serta Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara
Sebagai Bagian Dari Sistem Pertahanan Dan Keamanan Perbatasan Negara
dalam konteks Peran Serta Lembaga Ketahanan Desa (LKD) dan Mitra Desa
dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara;

b. Pelibatan dalam kunjungan lapangan mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan
refleksi hasil kunjungan lapangan.

4. Lokasi survey patok/pilar batas negara, untuk kunjungan kerja Lapangan:
Survey patok/pllar batas negara type D - D 200 (Koordinat RSO 73527.39° -
109402.6%), D 199 (Koordinat RSO 73607.27° - 109314.6%) dan D 198 berada
disebelah kiri Pos Lintas Batas Negara Aruk berjarak £ 100 M

Saran

1. Perlu penetapan komunitas Desa Mentas bagi peserta kegiatan PMD dengan
langkah4angkah sebagal berikut:

a. Menetapkan Program Desa Mentas yang diinisiasi oleh Settap BENPP menjadi
BAGIAN PELAKSANAAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN dalam
RPJMDesa dan/atau RKPDesa;

b. Langkah percepatan yang dilakukan terutama adalah merevisi RPJMDesa dan
RKPDesa serta menjadl prioritas keglatan (Permendagr 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa);

¢. Mengakomodir materi pembahasan Desa Menjaga Batas dalam setiap
Musyawarah Desa yvang dibahas setiap tahun oleh BPD;

d. Mengakomodir program/kegiatan ini pada bidang Pembinaan
Kemasyarakatan Desa dalam Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat dan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

2. Sebagal tanda penghargaan, diharapkan peserta dapat dibuatkan pin tanda
keanggotaan karena telah mengikuti kegiatan PMD di Kabupaten Sambas.

Demikian kami laporkan. untuk menjadi periksa dan mohon arahan lanjut

Drs. Ismawan Harljono, M.SI.

Tembusan:
Yth Bapak Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, sebagai laporan.
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Lampiran 34. Surat Pemberitahuan dan Pemnaggilan Peserta

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA

ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT

Nomor ¢ 612/A1/DI/X1/2022 Jakarta, 11 November 2022
Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal ; Pemberitahuan dan Pemanggilan

Peserta Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat Desa Terdepan
Perbatasan Negara sebagai Pilot
Project

Yth. Bupati Sambas
di
Sambas

Dengan hormat dipermaklumkan bahwa dalam rangka pengelolaan batas wilayah
negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan melaksanakan Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagal Pilot Project.
Keglatan tersebut akan dilaksanakan dengan mengikutsertakan Pejabat/Staf Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Kodim, Polres, Kecamatan, Koramil, Polsek, Pos Pamtas,
Kepala Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, dan Satlinmas
serta Satgas Covid-19 di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat yang akan
dilaksanakan pada:

Hari : Rabu s.d. Jum'at
Tanggal : 23-25 November 2022
Jumlah Peserta : Peserla berasal dari 7 (tujuh) desa yang ada di Kecamatan Paloh dan
Kecamatan Sajingan Besar dengan rinclan sebagal berikut:
1) Setiap desaberjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas; Kepala
Desa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh
Pemuda, Tokoh Perempuan, dan Satlinmas;
2) 2(dua)orangdari Pemerintah Kecamatan Paloh dan 3 (tiga) orang
dar Pemetintah Kecamatan Sajingan Besar,;
3) 4 (empat) orang dari Sub Bagian Perbatasan Tata Pemerintahan

Kabupaten Sambas;
4) 3 (tiga) orang dari Satgas Covid-19 Kabupaten Sambas.
Waktu : Sesuai jadwal tedampir
Tempat : Hotel Pantura Jaya

JI. Tabrani No.62A, Durian, Kec. Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi
Kalimantan Barat, 68516.

Berkenaan hal tersebut, mengharap bantuan Bapak Bupatli untuk menghadirkan
peserta dari unsur OPD, Satgas Covid-19, dan unsur masyarakat desa sebagaimana
disebutkan pada rinclan peserta di atas, dengan Ketentuan sebagal berikut:

1. Nama calon peserta Pemberdayaan Masyarakal Desa Terdepan Perbatasan Negara
sebagai Pilot Project dengan identitas/biodata lengkap (nama, jabatan, nomor HP,
dan alamat) dikirimkan melalul Sdr. Invan, S.STP pada nomor 082112403613 atau
emall: asdepbatasdarat@gmall.com paling lambat tanggal 18 November 2022.

2. Selama proses kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan sebagai
Pilot Project, akomodasi dan konsumsi peserta ditanggung oleh panitia
penyelenggara.
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Demikian untuk menjadi maklum. Atas kerjasama yang baik disampaikan terima

Kasih.
ASISTEN DEPUTI
PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT,
= "‘-“'.
Drs. ISMAWAN HARLIONO, M.SI.
TEMBUSAN:

1. Yth. Sekretaris BNPP, sebagai laporan.
2. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.
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Lampiran 35.

Nota Dinas Pelaksanaan Pilot Project

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

REPUBLIK INDONESIA
ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT

A
Nomor: 637/A1/DI/X|/2022

Yth Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilaya Negara

Dari Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat

Hal Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan
Perbatasan Negara sebagai Pilot Project

Tanggal : 28 November 2022

Dalam rangka Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakal Desa Terdepan Perbatasan sebagai
Pilot Project di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 23 s.d 25 November 2022,
Sehubungan dengan hal tersebut di atas bersama ini dengan hormat disampaikan hathal sebagai
berlkut:

1. Pelaksana Kegiatan
Seluruh Pejabat dan Staf pada Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah
Darat, ENPP.

2. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud
Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan merubah sikap peserta Fasilitasi
Pemberdayaan Masyarakal Desa Terdepan Perbatasan Negara.

. Tujuan

1) Memahami Kebijakan Pengelolaan Batas Wilayah Negara;

2) Memahami Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemetintah Daerah;

3) Memahami Sistem Pengamanan Perbatasan Terpadu (Integrated Border
Security Systems);

4) Terampil Mengidentifikasi dan Melaporkan Kondisi Patok/Pilar Batas Negara;

5) Penguatan Peran Serta dan Fungsi Pemerintah Desa dalam Pertahanan dan
Keamanan Garis Batas Negara;

6) Memahami Peran Serta Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Mitra Desa
dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara;

7) Memahami Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara;

8) Terampil dalam Tata Cara Pelaporan Terkait Dengan Pertahanan dan
Keamanan di Perbatasan;

9) Menyepakati Pembulatan Materi Fasilitasi;

10) Menyusun Forum Masyarakat menjaga Perbatasan; dan

11) Menyusun Rencana Tindak Lanjut Kegiatan.

3. Hasil dari kegiatan fasilitasi yang telah dilaksanakan, dapat kami laporkan sebagai
berikul:

Tujuan keglatan adalah agar terbekallnya berbagal stakeholders dl Kawasan
perbatasan negara untuk menjadi bagian integral dari sistem pengamanan
perbatasan, khususnya pengamanan batas negara wilayah darat dan lintas batas
negara;

Kegialan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara
sebagai Pilot Project dilaksanakan di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan
Barat pada tanggal 23 s.d 25 November 2022;

Keglatan dl Kabupaten Sambas dilkuti oleh S0 peserta yang terdirl atas unsur
Aparat Pemerintah Kabupaten Sambas, Satuan Teritorial TNI (Kodim/Koramil),
Satuan Wilayah Kepolisian (Polres/Polsek), Satgas Covid-19 tingkat Kabupaten,
Camat Perbatasan, Kepala Desa Perbatasan (dari Kecamatan Perbatasan), Tokoh
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Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan,

Satlinmas, serta Anggota Satgas Pamtas terdekat;

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemberian materi di kelas (indoor activities)

dan kunjungan lapangan ke lokasi patok/pilar batas negara (outdoor activities).

Kunjungan lapangan dilaksanakan dl PLBN Aruk, Kecamatan Sajingan Besar.

Narasumber dan fasilitator selama pelaksanaan kegiatan adalah pejabat dari

Mabes TNI, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, BPPD Provinsi

Kalimantan Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi

Kalimantan Barat, Tala Pemerintahan Selda Kabupaten Sambas, Dinas Sosial,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas, dan BNPP {Deputi | dan

Tim Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat);

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan ini telah melibatkan 7 (tujuh) desa

perbatasan dengan rincian sebagai berikut;

1) Kecamatan Paloh: Desa Sebubus dan Desa Temajuk;

2) HKecamatan Sajingan Besar: Desa Sebunga, Desa Sungai Bening, Desa Kaliau’,
Desa Senatab, dan Desa Santaban.

4, Kesimpulan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai
Pliot Profect Tahun 2022 ini telah dilaksanakan di Kabupaten Sambas, Provinsi
Kalimantan Barat pada tanggal 23 s.d 25 November 2022;

Kegiatan inl dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penyampaian materi di kelas
dan kegiatan kunjungan lapangan dengan melibatkan 90 peserta dari Kabupaten
Sambas;

Dengan adanya kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan
Perbatasan Negara diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi antara
masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat dalam pertahanan dan
keamanan garis batas negara. salah satunya yaitu patok/pilar batas negara.

Demikian kami laporkan, untuk menjadi periksa dan mohon arahan lanjut.

Drs. Ismawan Harijono, M.Si

Tembusan:
Yth Bapak Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara. sebagai laporan.
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DOKUMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TERDEPAN PERBATASAN NEGARA
SEBAGAI PILOT PROJECT
KABUPATEN SAMBAS, 2022
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